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MOTTO

IF YOU DECIDED TO MAKE LAW AS YOUR PART OF LIFE, YOU MUST
READY TO LIVE IN TWO DIFERENTS WORLD AT THE SAME TIME

Dikutip dari Hullsman Freiderick, Van. 1997: 12
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RINGKASAN

Pelaksanaan otonom daerah yang dicanangkan sejak 01 Januan 2001, telah
membuka ruang dan kesempatan bagi keleluasaan daerah untuk mengelolah potensi
dacrahnya sccara maksimal, sesuai dengan capaian ekonomis yang hendak diraih
dalam proses pembangunannya Otonomi daerah seolah-olah menjadi simbol
“pembebasan” daerah atas kekuasaan otoriter pemerintah pusal, dengan otonomi
daerah pemenntah daerah dituntut untuk membenali dan mempercantik daerahnya
agar arus investasi dapat mengalir dengan lancar. Daerah yang saat ini tengah giat-
siatnya berbenah diri adalah Kabupaten Lumajang.

Kebijakan Pemerintah  Kabupaten Lumajang untuk membangun Kawasan
Sentra Lkonomi Terpadu merupakan momentum awal bagi kebangkitan ekonomi
Kabupaten Lumajang yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan berkarakter agro
industri. Kebijakan 1tu dilandas: oleh dua motivasi besar yaitu ingin menghilangkan
kesan kota kantong pada din Kabupaten Lumajang dan untuk meningkatkan
pemberdayaan ekonom kerakvatan, Tiga hal penung yang dikaji dalam penulisan
skripsi int adalah tentang konsepsi pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu,
bentuk polink hukum yang melandasi pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi
Terpadu, dan kebjakan vang diambil guna mendukung Kawasan Wonorejo sebagai
Kawasan Sentra ekonomi Terpadu

Penulisan Skripsi imi menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan
vang dipergunakan berasal dari studi literatur dan studi lapangan, sedangkan pada
analisa bahan menggunakan metode berfikir deduktif, berangkat dari hal yang bersifat
umum menuju sesuatu hal yang berifat khusus,

Konsepsi pembangunan Kawasan Wonorejo adalah terbentuknya kawasan
Sentra Lkonomi Terpadu, yaitu kawasan tempat terkonsentrasinya kekuatan-kekuatan
sektor ekonomi dan layanan publik lainnya. Kawasan Wonorejo Terpadu diharapkan
dapat memainkan perannya sebagar “Cenrral Public Services™, yaitu pusat layanan

publik yang berdimensi ekonomi, perdagangan, pendidikan dan pemberdayaan

Xil
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masyarakat. Bentuk politik hukukm atas pembangunan kawasan tersebut dilandasi
oleh tiga peraturan daerah pokok. yaitu Perda No.15 Tahun 2002 tentang APBD
Kabupaten Lumajang 2002, Perda No. 01 Tahun 2001 tentang Propeda Kabupaten
Lumajang tahun 2001-2005 dan Perda No. 01 Tahun 2002 tentang Renstra
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002-2004. Kebijakan vang
diambil pemerintah Kkabupaten guna mendukung Kawasan Wonorejo sebagai
Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu adalah menunjuk Drs. Masudi, Msi. sebagai
Kepala Pengelola Kawasan Wonorejo Terpadu berdasarkan SK Bupati Lumajang
No. B21/319/427 132002, rertanggal 29 Oktober 2002. Disamping itu, pemerintah
kabupaten juga melancarkan promosi ke berbagai media massa baik lokal, regional
maupun nasional agar keberadaan Kawasan Wonorejo Terpadu dikenal masyarakat
luas khususnya para investor,

[Hal terpenting vang perlu dipahami dalam pembangunan Kawasan
Wonorejo Terpadu adalah agar orientasi pembangunan lebih diarahkan pada
pengembangan wilayah/dacrah di sekitar kawasan, baik yang berfungsi sebagai
daerah penghubung (inferconnecting area) maupun yang berfungsi sebagai daerah
pendukung (buffer area). Perlu dibuat produk hukum daerah yang mengatur secara
lebih detail aan operatil’ pengelolaan Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra
Ekonomi Terpadu. Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu menyusun peraturan
daerah vang deregulatil’ guna memberikaa fasilitas kemudahan berupa insentif dan

subsidi bagi investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang,

%111



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB I £
L
PENDAHULU -’-fg‘f‘f&?‘" -?i".lt‘“

I.1. Latar Belakang

Ambruknya Rezim orde Baru harus diakui telah merubah segala sendi
kehidupan bangsa Indonesia. Setelah sclama kurang lebih 32 tahun kita berada
dibawah kekuasaan Rezim Orde Baru yang represif, maka sejak tanggal 21 Mei
1998 kia semua dapat terbebas dari cengkraman kekuasaan yang totaliter
Gerakan reformasi vang dimoton oleh mahasiswa menjadi sebuah mortir yang
dapat menghancurkan tembok  kekuasaan Orde Baru. Gelombang refornasi yang
didengungkan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia tidak saja menuntut Socharto
(presiden RI kala itu) mundur, melainkan juga menyuarakan beberapa tutntutan
sebagai agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.
Penulis mencatat paling tidak ada enam (6) agenda reformasi vang disuarakan,
vaitu Pengadilan Socharto dan kroninya, Pemberantasan KKN. Peradilan yang
bebas dan bersih. Menciptakan Good Governance, Proses hukum terhadap
konglomerat korup, dan Penghapusan kekuasaan negara yang otoriter (Jawa Pos,
12 Oktober 20023,

Dan keenam agenda reformasi diatas, vang paling menarik perhatian penulis
adalah agenda keenam. yaitu penghapusan kekuasaan negara yang oloriter.
Kiranya agenda tersebut muncul dad rasa traumatik bangsa Indonesia yang
sedemikian lama “dijajah” olch penguasanya sendiri, Sejak jaman kolonial hingga
Jaman kemerdekaan (Rezim Orde Baru) bangsa Indonesia telah dibelenggu oleh
sistem kekuasaan vang totaliter sehingga sangat wejar jika ada tuntutan untuk
mengakhiri pola kekuasaan negara yang totaliter tersebut. Pola kekuasaan otoriter
totalistik sejatinva hanya akan menciptakan masyarakat vang apatis, skeptis dan
apriori terhadap pemerintahannya senditi, vang pada akhirnya hanva akan
melahirkan loyalitas semu. Sistem kekuasaan otoriter totalistik tidak memberikan
ruang dan kesempatan bagi rakyvat untux berpartisipasi dalam pengelolaan negara.
Rakyat hanya diposisikan sebagai obyek kekuasaan negara dan menafikan segala
hak kewargancearaannya. Hak berpolitik, hak mendapat pendidikan dan
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penghidupan vang layak, hak mendapat keadilan, hak menyampaikan pendapat
dan hak-hak kewarganegaraan yang lain seakan-akan menjadi sesuatu yang mahal
di negern o

Ciri lain darl sistem kekuasaan otoriter Orde Baru adalah pola pendekatan
cksplottatif petnerintah atas rakyat dan daerah dalam segala bidang. Bagi rakyat,
bentuk eksploitasi vang diterapkan adalah perlakuan pemerintah yang memandang
rakvat hanva sebaga obvek kekuasaan, Sehingga peran dan partisipasi rakyat
sclalu dikerdilkan dalam banvak hal. Rakyal sengaja dikondisikan untuk selalu
tunduk dan patuh terhadap segala kemauan penguasa. Bagi daerah, bentuk
eksploitasi yang dilakukan adalah dalam bidang ekonomi, dimana pembagian
keuniungan atas pemanfaatan sumber daya alam daerah antara Pemerintah Pusat .
dan Pemennigh Daerah sangat tidak adil. Pamenntah Pusat mendapat bagian
keuntungan hampr 80 % dan Pemenntah Dacrah “hanya’ mendapatkan 20 % saja
(Wahab dan Putra, 2002:15) Oleh karena itu, tidak heran jika ada sualu daerah
vang kaya sumber dava alamnya namun masyarakatnya tetap miskin dan
terbelakang. Apalagi pola pembangunan yang dilakukan pada waktu itu terlalu
berorientast ke pulau Jawa sehingega menimbulkan ketidakadilan bagi daerah lain
diluar Jawa. Dacrah-daerah lebth banyak menjadi “sapi perahan™ bagi pemerintah
pusat untuk mencan keuntungan. Kompensasi politik dalam bentuk pembangunan
—vang dibertkan kepada dacrah-daerah atas kemampuan daerah membenkan
pendapatan (keuntungan ) kepada Pemenntah Pusat sangat tidak sebanding dengan
milail ekonomis yang telah didapatkan oleh Pemenntah Pusat selama .

Kondisi tersebut mendorong munculnya tuntutan daerah agar Pemerintah
Pusat mendesentralisasikan  kewenangannya kepada pemerintah  daerah.
Pemerintah Daerah harus dibeni keleluasaan untuk mengelola potensi daerahnya.
[Jesentralisasi kewenangan itu akhirnva dituangkan dalam Konsep Otonomi
dacrah. Konsep ity dvwujudkan dalanm bentuk hukum berupa Undang-undang
Otonomi Daerah, vaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemenntahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
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Ll

daerah menarik untuk dicermati, bahwa Undang-undang ini nampak berbeda
secara diametral dengan Undang-undang Pemermtahan Daerah sebelumnya (LU
Mo 5 Tahun 1974), dimana secara pohtik 1a bermaksud untuk
mendesentralisasikan sistem pemerintahan nasional vang selama imi amat kental
karakter polansme kewenangannya. vakni dengan membangun basisihasi 5
pemerintahan yvang lebih demokratis dan otonom di daerah. Wujud kongkret dan
kemngmnan polink itu adalah pembernian porsi otortas dan kewenangan kekuasaan
vang makin besar kepada daerah sehingpga intervensi pemenntah pusat pada
urusan sehari-har (daily affuirs) dan rumah tangga daerah makin berkurang.
Sedangkan imphikas) politknya adalah semakin besamya ruang manuver daerah
untuk mengambil keputusan politik vakni mengambil prakarsa dalam berbagai hal
vang dianggap perlu berkaitan dengan pencarian solust atas berbagai masalah
sosial, ckonomi. politik dan kaltural di daerah (Wahab dan Putra, 2002; 33-34).

Menurut Tap MPR No [V/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dikatakan bahwa kebijakan ckonomi daerah
diarahkan kepada pencapaian susaran-sasaran sebagai berikut ¢

| Pemingkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat

serta aparatur pemerintahan di daerah,

t

Kesctaraan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

dan antar Pemenmtah [Daerah dalam kewenangan dan keuangan,

LIPS

Untuk  menjamin  peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan
kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. Menciptakan ruang vang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Sesual dengan Tap MPR No XV/MPR/1998, penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan vang luas, nyata dan bertanggung
lawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi
dagrah juga dilaksarakan dengan prnsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan  keadilan serta memperhatikan potensi  dan

keanekaragaman daerah,
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Pelaksanaan otonomi daerah membuka kesempatan pemerintah daerah untuk
mensembangkan potensi daerahnya. Otonomi daerah menjadi instrumen politik
bagi terjadinya dekonstruksi pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Dengan pelaksanaan otonomi dacrah maka tiap daerah dituntut untuk
memperbaiki dirt. la harus dapat menginventarisasi setiap permasalahan
pembangunan dagrahnya dengan tetap berorientasi pada kepentingan daerah
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah diharapkan
mampu mendorong terselenggaranya pola pembangunan yang mengarah pada
pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Saluran partisipasi rakyat harus dibuka
seluas-luasnya  awvar tercipta keseimbangan peran antara masyarakat dan
pemerintah sebagai agen pembangunan (development agent).

Sejak dicanangkan pada tanggal | Januari 2001, denyut nad otonomi daerah
telah merambah wilayah Indonesia. Semangat otonomi daerah telah menjelma
sebagai simbol “pembebasan™ daerah atas kekuasaan otoriter pemerintah pusat,
Mereka berlomba-lomba untuk  mempercantik  daerahnya dengan proses
pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  memihak pada  Kesejahteraan
masyarakatnya. Salah satu dacrah yang tengah sibuk menata dirinya adalah
Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang berada di
wilayah Propinsi Jawa Timur, berjarak 150 km arah tenggara Surabaya dan dapat
ditempuh dengan kendaraan bermotor selama kurang lebih 3 jam. Luas
wilavahnya adalah 1 790,90 km’ , terdiri da'i 21 kecamatan, 195 desa dan 7
kelurahan, Kabupaten [umajang terletak pada 112°-57 hingga 113°23 Bujur
Timur dan 7°-54 hingga 8-23" Limang selatan, dengan batas-batas sebagai
berikut;
|. Sebelah barat Kabupaten Malang.

2. Sebelah utara Kabupaten Probolinggo.
3. Sebelah timur Kabupaten Jember.

4. Sebelah selatan Samuadera Indonesia, (www.lumajang go.id)
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[nlikat secara geografis, Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang sangat
potensial mengingat terletak pada jalur distribusi perekonomian Jawa Timur yang
sanpat strategis sebagai jalur penghubung Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi
Bali. Kondisi yang demikian, kiranya tidak dapat ditawar lagi, bahwa prinsip
kebyjaksanaan pembangunan Kabupetan Lumajang letap mengarah pada
pengembangan wilavah bagian utara Lumajang Berdasarkan tata ruang
pengembangan wilayah sekaligus seiring dengan dinamika perkembangan sosial
ekonomi, incaran uuk pusat pengembangan wilayah diarahkan pada Kawasan
Wonorejo. Hal ini tidaklah berlebihan, bahwa pada kawasan inilah merupakan
titik temu jalur Probolinggo-Jember dan Malang-Probolinggo-Jember,

Kebiyjaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk  melakukan
pembangunan di kawasan utara Lumajang (Wonorejo) adalah momentum awal
bagi pengembangan ckonomi daerah. Mengingat selama ini pembangunan
ckonomi-terutama yang berorientasi pada scktor industri berjalan sangat lamban,
bahkan cenderung jalan di tempat. Kebijaksanaan ini dapat memberikan stimulus
pengembangan sekior ekonomi yang pada akhirnya membawa manfaat bagi
kescjahteraan rakyat. Kiranya sudah menjadi konsekuensi logis bahwa setiap
kebijaksanaan negara (pemerintah  daerah) harus selalu  berorientasi pada
kepentingan publik (*ublic Interest) (Islamy, 2001: 10),

Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam membangun kawasan
Wonorecjo sebagar kawasan sentra ekonomi  direalisasikan dalam proyek
pembangunan  Kawasan Wonorejo Terpadu 2002, Komitmen Pemkab itu
didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk DPRD setempat dengan
menganggarkan pembiayaan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu sejak
tahun anggaran 2001. Tentu saja implikasi kebijakan tersebut perlu mendapat
perhatian bersama dari seluruh pihak, apakah ia sudah memenuhi aspek legalitas,
akuntabilitas dan akseptabilitas publik sebagai sebuah kebijakan (policy) dari
mstitusi pemerintah, Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji
permasalahan diatas dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi), yang nantinya akan

penulis pertanggungjawabkan isinya, dengan judul :
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POLITIK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN 1 IMAJANG

(Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)

1.2. Perumusan Masalah

Kebyakan Pemenntah Kabupaten Lumajang untuk menjadikan Wonorgjo
schagar kawasan sentra ekonomi sangat relevan dengan tujuan otonomi daerah,
yaltu pemberdavaan ckonom rakvat. Keleluasaan daerah untuk menyusun strateg
ckonominya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
daerah atas hasil-hasil pembangunan memadi suatu keniscayaan yang harus
dipahami, bahwa perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah bukanlah
sesuatu vang sederhana. Suatu kebijakan yang notebene sebagai sebuah politik
hukum (legal policy) pemerimtah daerah haruslah dimaknai sebagai suatu produk
yang tidak dapat berdiri sendiri, Dia membutuhkan sandaran hukum sebagai alat
legitimast keberlakuannya dan memerlukan sistem manajemen pembangunan
(development management system) untuk melaksanakannya secara operatif.
Kebijakan yang diambil pun harus mengandung konsepsi yang jelas, sistematis
dan terarah sebagal rujukan proses pembangunan yang diinginkan, Oleh karena
itu, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi obyek kajian,
vaitu sebagai berikut ;

a. bagaimanakah konsepsi Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra

Ekonomi Terpadu ?
b. apa bentuk politik hukum Pemerintah Kabupaten Lumajarg dalam
pembangunan kawasan sentra ekonomi terpadu 7
c. kebijakan apa yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang guna

mendukung kawasan Wonerejo scbagai kawasan sentra ekonomi 7

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian/penulisan karya ilmiah harus memiliki tujuan tertentu,
Karena dengan adanya tujuan itu akan diketahui keinginan ataupun obsesi yang
ingl dicapai oleh penulis dalam penelittian/penulisan karya ilmiahnya. Adapun

tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

——
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& untuk menghaji dan menganalisis konsepsi kawasan Wonorejo sebagai
Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu,

b. untuk mengkaji dan menganalisis bentuk politik hukum vyang
diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pembangunan
Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu.

c. untuk mengkap dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Lumajang guna mendukung kawasan Wonorejo

sehagal Kawasan Sentra Lkor omi Terpadu.

1.4. Metodologi

Metode penulisan adalah faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, untuk
mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan agar dapat memberikan
Jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat dan digunakan sebagai cara
untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Metodologi pada hakekatnya
memberikan  pedoman  tentang  cara-cara  seorang ilmuwan mempelajari,
menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan vang dihadapinva (Sockanto,
1996: 6),
L4.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan

skripst in1 adalah metode yuridis normatif. Metode vuridis normatif adalah suatu
pendekatan masalah berdasarkan Kajian terhadap peraturan perundang-undangan,
yunsprudens: dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh sarjana
hukum, wang berkaitan dengan permasalahan. Hasil-hasil kajian dengan
menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk
menganalisa pokok permasalahan yang muncul (Soeckanto, 1996: 10) Guna
melengkapi hasil kajian dengan metode yuridis normatif ini, penulis juga
melakukan serangkaian kegiatan di lapangan guna mendapatkan data empirs
sebagal data penunjang. Fungsi data penunjang (empris) tersebut salah satunya
adalah untuk mempertajam analisis penulis dalam membahas permasalahan, Data
empins im diperoleh dari keterangan/informasi pihak terkait seperti Pimpro
Proyek KWT 2002, Kabag Hukum Pemkab Lumajang, Kadispenda Kab.

P...._
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Lumajang, Asisten Tata Praja Pemkab Lumajang, Ketua Komisi B DPRD

Kabupaten [.umajang dan pihak lain yang terkait.
1.4.2. Sumber Bahan

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

herikut:

d.

sumber bahan primer/utama

Sumber bahan primer adalah sumber untuk memperoleh bahan primer,
vang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah dan surat
kabar serta pendapal para sarjana (doktrin hukum) yang berhubungan
dengan permasalahan yang ada (Sockanto, [986: 12). Dalam penelitian
hukum bahan primer mencakup:

4). bahan hukum primer, vaitu bahan-bahan hukum vang mengikat
dan terdin dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar,
peraturan  perundang-undangan, bahan hukum yang ndak
lerkodifikasikan, yurusprudensi, traktat, bahan hukum dari
Jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

b). bahan hukum sckunder, yaitu bahan-bahan hukum yang
membertkan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan
hasil karva dari kalangan hukum.

c). bahan hukum tersier, yailu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sckunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan indeks komulatif
(Soekanto, 1986; 52).

b. sumber bahan sekunder/penunjang

Sumber bahan sekunder adalah sumber untuk memperoleh bahan
penunjang yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni
perifaku  masyarakat di  lapangan yang dapat berupa hasil
wawancara/interviu (Soekanto, 1986; 12). Interviu dapat dianggap
sehagal proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain
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dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranye. Interviu juga dapat
dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab
sepihak vang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada
tujuan penyelidikan. Dalam interviu selalu ada dua pihak vang
mempunyval kedudukan berlainan Pihak vang satu dalam kedudukan
sebagai pemburu informas: (information hunter) dan pihak yang lain
berkedudukan sebagi pemben informasi (mformartion supllier)( Hadi,
2002: 192-193),

1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan

d,

b

stuch literatur

Studi hteratur adalah studi untuk mendapatkan sumber bahan primer
dengan  mempelajan.  literatur, menelusuri  peraturan  perundang-
undangan, yurisprudensi, makalah dan majalah yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas,

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan (studi literatur) pada dasarnya
adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Dalam
studi literatur dapat diperoleh pambaran atau informasi tentang
peneliian, mendapatkan metode, tehmk, atau cara pendekatan
pemecahan masalah vang digunakan (Sunggono, 1997: 115)

studr lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian di lapangan, dengan tujuan
untuk memperoleh sumber bahan sekunder/penunjang yang diperoleh
melalul wawancara/interviu, merupakan cara yang digunakan untuk
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapal tujuan untuk
mengumpulkan keterangan tentang kedudukan manusia serta pendapat-
pendapal mercka (Asshofa, 1998: 95). Seorang ahli terkenal, G. W.
Allport, menyatakan “If we wani to know how peaple feel, what their
experience and what they remember, what their emotions and motives
are like, and they reasons for acting as they do-why not ask them?"”

Pernyataan tersebul menunjukkan penghargaan besar/lingg seorang
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G W Allport pada metode pengumpulen bahan dengan metode

wawamcara/interviu (Lihat Hadi, 2002:192).

1.4.4. Analisis Bahan

Metode analisis bahan vang ligunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode diskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan
berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan
dengan permasalahan vang akan dibahas (Soekanto, 1986: 20). Setelah bahan
dianahisis dan dibahas, kemudian ditank kesimpulan dengan metode dedukuf,
arfinva suatu metode anahsa (berpikir) yang berangkat dan pengetahuan yang
bersifat umum untuk menilal suatu Kejadian vang khusus atay dapat diartikan
sebagal cara pembahasan yang dimulai dan permasalahan vang bersifat umum

menuju permasalahan yang bersifat khusus (Sunggono, 1997: 22).

———

e e ——
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2.1. FAKTA

Program otonomi daerah yang ada saat ini sesungguhnya memiliki capaian
ckonomi yang sarat. Terbuktt paket UU Otonomi Daerah adalah berkaitan dengan
lata pemenntahan dan perimbangan keuangan, sehingga mau tidak mau program
otonomi daerah sebenarmya harus memiliki dampak yang korelatif dengan adanya
pemngkatan ckonomi rakyat, Pembangunan dan produktifitas massal | harus
semakin didekatkan pada masis masyarakat terbawah. Dengan demikian laju
perekonomian nasional memang betul-betul dirasakan dan dimiliki oleh masis
masvarakat terbawah, schingga jelas ketka temjadi figh cost economy pada
masyarakat daerah adalah sebuah kesalahan besar vang berangkat dari
ketidakmengertian sama sekali atas filhsofi capaian ekonomis dari desentralisasi
ckonomi itu sendiri (Wahab dan Putra, 2000: 75).

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, pencapaian pembangunan
menjadi svarat mutlak untuk meningkatkan kescjahteraan masvarakat Lumajang.
Proses pembangunan ekonomi selama ini dilakukan pemerintah kabupaten pada
akhirmya bertujuan untuk merekonstruksi struktur ekonomi masyarakat, dari
masyarakat agrans-radisionalis menuju masvarakat indusrial-modern. Oleh
karcna itu. pembangunan Kawasan Wonorejo leipadu dianggap sebagai
momentum awal (starting moment) untuk mencapai tujuan tersebut.

Imisiatif Pemenntah Kabupaten Lumajang untuk membangun Kawasan
Wonorejo Terpadu dimulat dari usulan pembangunan dari bawah (hotrom up
recommendation) terutama dari masyarakat sekitar Wonorejo. Usulan itu diawali
dengan adanya Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) sebagai bagian
terkecil perencanaan di tingkat desa. Dalam Musbangdes yang juga melibatkan
Badan Perwakilan Desa (BPD) i, diusulkan tentang perlunya pembangunan
wilayah Desa Wonorejo sebagai upaya untuk meningkatkan  perekonomian
masyarakal. Usulan Musbangdes ini kemudian diajukan ke UDKP (Usulan
Daerah Kerju Pembanpunan) pada tingkat kecamatan. Dalam hal ini adalah UDKP

11
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pada Kecamatan Kedungjajang, Hasil pembahasan di tingkat UDKP disimpulkan
bahwa usulan dari Musbangdes adalah realistis dan layak untuk didukung,
Kemudian rekomendasi UDKP ini dibawa ke tingkat kabupaten melalui
Rakorbangda (Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah). Dalam Rakorbangda ini,
semua usttlan dan kecamatan batk dari hasil UDKP maupun dari unit-unit kerja
akan dibahas dalam pembahasan dengan Pejabat Renbang (Perencanaan
Pembangunan). Dalam hal ini Bappekab (Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten) Lumajang Dari hasil pembahasan di Rakorbang dihasilkan suatu
keputusan bahwa perlu ada kebijakan pembangunan di kawasan Wonorejo
Kecamatan Kedungjajang sebagai upaya untuk menghilangkan kesan Kota
Kantong dan usaha untuk menarik mvestor agar mau menanamkan modalnya di
habupaten Lumajang. Hal ini mengingat Lumajang-khusunya Waonorejo secara
geografis berada i ttik  persimpangan  jalur  distribusi  ekonomi  yang
menghubungkan Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Bali.

Berdasarkan pertimbangan ekonomis yang ada dan didukung oleh begitu
Kualnya aspirasi masyarakat maka sejak tahun anggaran (APBD) 2001
pemerintah dacrah mulai menganggarkan dana pembangunan kawasan Wonorejo
sebagai kawasan sentra ekonomi, sebesar Rp 18.250.000.000.- fdelfapan belas
multar duaratus limapulul juta rupiah). Alokasi dana tersebut telah mendapatkan
persetjuan  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Lumajang. Dan perlu diketahui, alokasi dana sebesar itu merupakan dana proyek
pembangunan yang cukup prestisius dan fantastis untuk kota seukuran Lumajang
serta yang terbesar dalam lima tahun terakhir ini.

Proyek prestisius ini diberi nama Kawasan Wonorejo Terpadu 2002,
sebagai  Pimpronya adalah Ir. Nugroho Dwi Atmoko, staf ahli dari Dinas
Kimpraswil Kabupaten. Lumajang. Pembangunannya berlokasi di desa Wonorejo
Kecamatan Kedungjajang dan berlokasi diatas lahan seluas kurang lebih 7 Ha,
bekas luban Terminal Minak Koncar Lumajang. Tempat provek ini beparak 5 Km
dan pusat kota, ke arah Selatan. Menurut Pimpro KWT 2002, Ir. Nugroho Dwi

Almoko, pembangunan KW' ini dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karva
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(Persero) vang telah memenangkan tender/pelelangan umum vang dilaksanakan

pemerintah daerah. Konsultan pengawasnya adalah PT Wahana Adya, dengan

nilai konirak sebesar Rp 11.246.522.000,- (sebelus miliar duaratus empatpuluh

enam juta Hmaratuy duapuluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan

selama 270 hari terhitung sejak 06 Maret 2002 sampai 31 desember 2002.

2.2, Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang penulis gunakan untuk mengkaji/menganalisa

topik persoalan dalam sknpsi im adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

| ). Bab VI tentang Pemerintahan Daerah

a)

by,

Pasal

Pasal 18 avat (1)

(5)

(6)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
dacrah-dacrah propinsi dan daerah propinsi itu
dibagi atas kabupaten dan Kota, vang tap-tiap
propinsi, kabupaten dan kota 1tu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang,

Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten,
dan daerah kota mengatur dan mengurus sendin
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan,

Pemenntahan daerah menjalankan otonomi yang
seluas-luasnya, kecuali urusan pemenntahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagi urusan
pemerir.tah pusat.

Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas
pembantuan,

I8 A avat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber
daya lainnya antara pemeriniah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan
sceara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang.

2). BBab X1V tentang Perekonomial Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal
33 avat (4) vang berbunyi, "Perkonomian Nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

—

— - @ — e ———
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Iudonesia

Nomor

IV/IMPR/2Z000  tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam

Penyelenggaraan Otonomi Daerah

|'). Dalam Bab 1 tentang Latar Belakang, disebutkan;,

“Kebyjakan otonomi daerah diarahkan pada pencapalan sasaran sebagai
berikut :

a)
b
|

d)

peningkatan  pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas
masyarakat serla aparatur pemerintahan di daerah.

kescetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
dacrah dan antar pemenntah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
untuk  menjamin pemingkatan  rasa  kebangsaan, demokrasi dan
kesejahteraan masyarakat daerah.

menciptakan ruang vang lebih luas bagi kemandirian daerah”.

2). Dalam Bab IT tentang Rekomendasi Majelis

a) pom 2, vang berbunyi; “Pelaksanaan otonomi bagi daerah-daerah lain

sesuai  dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang

Penmbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dilakukan sesuai

jadwal dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut

(a) keseluruhan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari kedua
undang-undang tersebut agar diterbitkan selambat-lambatnya akhir
Desember 2000,

(k) daerah vang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat
segerd memulal pela'isanaannya terhitung | Januan 2001 yang
tercermun dalam anggarun pendapatan dan belanja negara dan
anggaran penadapatan dan belanja daerah.

(c) daerah vang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan
otonomi secara penuh dapat memulai pelaksanaannya secara
bertahap sesuai dengan kemampuan vang dimiliky

{d) apabila keseluruhan peraturan pemerintah belum diterbitkan sampai
dengan akhir Desember 2000, daerah vang mempunyai
kesanggupan penuh untuk menyelenggarakan otonomi diberikan
kesempatan untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur
pelaksanaannya. Jika peraturan pemerintah telah diterbitkan,
peraturan daerah yang terkait harus disesuailan dengan peraturan
pemerintah yang dimaksud™.

b) penyelenggaraan otonomi daerah dengan program vang jelas”. poin 3,

vang berbunyi; “Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,
masing-masing dacrah menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi
dacrahnya, dengan memperhatikan antara lain  tahap-tahap

— i @ 0 e ———
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c)

d)

e)

15

pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta
sistem manajemen anggaran dan manajemen publik™.

poin 4, yang berbunyi, “Bagi dacrah yang terbatas sumber daya
alamnva, perimbangan keuangan dilakukan dengan memperhatikan
kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari BUMN yang ada di
daerah bersangkutan dan bagian darn pajak penghasilan”,

poin 5, yang berbunyi; “Bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya,
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang
ketersediaan sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapat
perhatian khusus”.

poin 6, vang berbunyi; “Dalam rangka penyelengaraan otonomi daerah
agar dibentuk tim koordinasi antar instansi pada masing-masing daerah
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memfungsikan lembaga-
lembaga pemerintah maupun non pemerintah guna memperlancar

¢. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia
No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004
1) Dalam Misi GBHN

a)

b)

Poin 7. yang berbunyi; “Pemberdayaan masyarakat dan seluruh
kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan
koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang
bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan - berbasis pada
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri,
maju dan berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan™.
Poin 8, vang berbunyi; “Perwujudan otonomi dacrah dalam rangka
pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah
NKRI”,

2) Dalam Arah Kebijakan

a)

b)

Bidang Hukum, poin 7, yang berbunyi; “Mengembangkan peraturan-

peraturan  pernndang-undangan  yang  mendukung  kegatan

perekonomian dalam rangka era perdagangan bebas tanpa merugikan
kepentingan ekonomi nasional™,

Bidang ekononn

(a) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat
dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, mlai-nilai keadilan,
kepentingan sosial, ku Wlitas hidup, pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan schingga terjamin kesempatan yang
sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen
serta perlakuan yang adil bag seluruh masyarakat.

(b) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar
lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan
iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-
luasnya. Bantuan fasilits dari negara diberikan secara selektif

— @— @ o ———
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terutama dalam bentuk perlindungan dan persaingan usaha vang
tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan
teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.

(¢) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan
listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan,
melayanani kebutuhan masyarakat dengan harga tenjangkau, serta
membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.

d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

1y Pasal 11 avat (1) Kewenangan Daerah kabupaten dan Daerah kota
mencakup semua kewenangan pemerintahan selain
kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan
vang diatur dalam Pasal 9.

(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Daerah kabupaten dan Daerah kota meliputi
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,
pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

2) Pasal 69, yang berbunyi; “Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah
atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan ctonomi daerah
dan penjabaran lebih lanjut dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggr”

3) Pasal 70, yang berbunyi; “Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi™.

4) Pasal 72 ayat (1) Untuk melaksanakan Peraturan Dacrah dan atas kuasa

peraturan perundarg-undangan lain yang berlaku,
Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala daerah™.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan daerah lain dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi”.

5) Pasal 79, yang berbunyi; “Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. pendapatan ash daerah, yaitu :
1) hasil pajak daerah
2) hasil retribusi daerah
3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan
4) lain-lain pendapatan ash daerah yang sah
b. dana perimbangan
¢. pinjaman daerah, dan
d. lain-lain pendapatan daerah vang sah™,

6) Pasal 81 ayat (1) Pemerintahan Daerah dapat melakukan peminjaman dari

sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri
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untuk membiayai kegiatan pemernntahan dengan
persetujuan APBD.

(2) Pinjaman dari dalam negen diberitahukan kepada

Pemerintah dan dilaksanakan sesuai pedoman yang
ditentukan oleh pemerintah.

(3) Peminjaman dan sumber dana pinjaman vang berasal dan
luar negen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mendapatkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tata cara peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemenntah.

7) Pasal 90, yang berbunyi; “Selain kawasan perkotaan yang berstatus daerah

kota, perlu ditetapkan kawasan perkotaan yang terdiri atas

a. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten.

b, Kawasan perkotaan yang merupakan hasil pembangunan yang
mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan, dan

¢. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah
vang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik
perkotaan”,

8) Pasal 92 avat (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan,
Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat
dan pihak swasta.

(2) Pengikuisertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan perkotaan.

(3) Pengaturan mengenai kawasan perkotaan ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan.

¢. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
I} Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan lugas daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dibiayai oleh APBD
2) Pasal 3, yang berbunyi; “Sumber-sumber penerimaan daerah dalam
pelaksanaan desentralisasi adalah :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Dana Perimbangan,
¢ Pinjaman Daerah.

d. Lam-lain penerimaan yang sah”.
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3) Pasal 4, yang berbunyi; “Sumber pendapatan ashi daerah sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf a, ‘erdin atas :

b

C.

d.

Hasil pajak daerah.

Hasil retnbusi daerah.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
vang dipisahkan,

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”,

4) Pasal 19 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
1) Pasal 2] ayat (3) sub d, menyatakan “Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi Daerah Tingkat | menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah
kabupaten/kotamadya Duerah Tingkat Il yang merupakan dasar dalam

pengawasan terhadap penjinan lokasi pembangunan”.

2) Pasaal 22 ayat (2) menyatakan “Rencana Tata Ruang wilayah

kabupaten/kotamadya duerah tingkat 11 berisi -

sub b - pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu

sub ¢ sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan
dan perkotaan, penatagunaan tanah, penatagunsan air,
penatagunaan udara dan penatagunsan sumber daya lainnya
serte memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia
dan sumber daya buatan.

1) Pasal 23 ayat (1) Rencana Tata Ruang wilayah pedesaan dan rencana tata

ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari rencana
tata ruang wilayah kabupaten’kotamadya daerah tingkat
I

(2) Rencana Tata Ruang kawasan tertentu dalam rangka
penataan ruang wilayah nasional merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan rencana tata ruang wilayah
Propinsi Daerah Tingkat | dan/atau Rencana Tata Ruang
wilayahh kabupatenkotamdya dacrah tingkat I yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres),

g Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4, vang berbunyi,

“Pengelolaun Kevangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
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perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan™.

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Dacrah

1) Pasal 2 ayat (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
a. Dalam Negeri
b. Luar Negen
(2) Pinjaman Daerah dan dalam negen sebapaimana dimaksud
padﬁ ayat (1) huruf a bersumber dari -
Pemerintah Pusat
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Masyarakat
Sumber lainnya
2) Pasal 4 ayat (1) P1|1_}aman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk.
membiayai pembangunan prasarana yang merupakan
asset Daerah dapat menghasilkan penerimaan untuk
pembiayaan kembali pinjaman, serta membawa manfaat
bagi layanan ‘nasyarakat.
. Keputusan Menteri Kenangan (SK MENKEU) Nomor 35/KMK.07/2003,
yang menyatakan “Bahwa Pemerintah Daerah dapat memperolah pinjaman ke
luar negeri dengan beberapa syarat, antara lain :
a. dalam pengajuan usulan proyeknya, Pemda bisa menvediakan dan
pendamping
b. udak mempunyai tunggakan pinjaman atau jika mempunyai tunggakan,
Pemda bersedia melunasi seluruh tunggakan pinjaman yang dituangkan
dalam APBD-nya”,

Epo o

j- Peraturan Daerah Tingkat II Lumajang No. 20 Tahun 1994 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuvaten Daerah Tingkat 11
Lumajang Tahun 1993/1994 — 2003/2004
1) Pasal |

huruf’ d; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Lumajang vang selanjutnya disebut RTRW Kabupeten Lumajang adalah
hasil penataan ruang wilayah Kabupeten Lumajang vang meliputi:
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berisikan mengenai rona
awal wilayah Kabupeten Lumajang, tujuan dan sasarang pengembangan
ruang, rencana struktur dan pola tata ruang wilayah, arahan pengembangan
kawasan budidaya dan kawasan lindung, rencana pemanfaatan dan
penegloalaan ruang, rencana indikasi dan tahapan pelaksanaan
pembangunan, rencana pengembangan kawasan prioritas.
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huruf' g, Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara
terencana dan terarah bagi kelangsungan hidup manusia, meliputi kawasan
pertanian dan kawasan non pertanian.
2) Pasal 16, yang berbunyi. “Kawasan Budidaya di Kabupaten Lumajang
mehputr:
(1) Kawasan penyangga’ hutan produksi.
(2) Kawasan pertanian.
(3) Kawasan pertambangan.
(4) Kawasan perindustrian.
(5) Kawasan pariwisata
(6) Kawasan pemukiman.
(7) Kawasan lainnya.
3) Pasal 20, yang berbunyi; Kawasan rerindustrian sebagaimana tersebut
dalam Pasal 16 ayat (4) meliputi:
(1) Sentra indusir dan kerajinan tersebar di Kabupten lumajang
(2) Kawasan industri diarahkan di Kecamatan Kedungjajang.

2.3. Landasan Teori
2.3.1. Hakekat lHHukum

Memang sulit menemukan definisi tentang hukum yang disetujui oleh
semua para ahli hukum. Kiranya itulah sesuatu yang mustahil, namun hal ini
bukan berarti kita tidak dapat mengetahui arti tentang hukum. Hukum itu bukan
lagi sesuatu yang mistik seperti pada jaman purbakala, melainkan sesuatu yang
rasional yang dapat dijangkau oleh tiap-tiap orang yang hidup dalam masyarakat
secara sadar. Karenanya semua orag bicara tentang hukum dan mengerti tentang

apa yang mereka bicarakan (Huijbers, 1995: 39),

Beberapa definisi hukum yang dapat diambil dari para sarjana, antara lain
adalah sebagai berikut:

4. Mayers menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, dilujukan pada tingkah laku manusia dalam
masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa negara dalam
menjalankan tugasnya (Lihat Kansil, 1989: 36),

b. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum ialak keeeluruhan syarat-sayarat
vang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri
dengan kehendak bebas dan orang yang lain, menurut peraturan hukum
lentang kemerdekaan (Lihat Kansil, 1989: 36).
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¢ E. Utrecht meyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan
yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, yang megurus tata tertib
suatu masyarakat dan oleh karena itu harus diataati oleh masyarakat (Lihat
Kansil, 1989: 36)

d  Dr. Theo Huijbers mengatakan bahwa hukum yang sungguh-sungguh adalah
hukum yang legal atau sah. Hukum yang tidak legal sebenamya bukan hukum,
melainkan menyerupai tindakan kekerasan. Hukum adalah legalitas (Huijbers,
1995: 42).

Bila pemerintah vang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-

undangan vang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku

secara vuridis, vakni peraturan terscbut terasa sebagai sesuatu yang mewajibkan,
sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik
kelakuannya. bahkan dapat dituntut hukum terhadapnya melalui pengadilan, Hal

intlah vang dimaksudkan hukum bersifat normatif (Huijbers, 1995: 45).

Bila hukum diakui sebagai normtif, diakui bahwa hukum itu mewajibkan,
bahwa hukum itu harus ditaati. Kataatan itu tidak dapat disamakan dengan
ketaatan akan suatu perintah (Austin), Hukum diaati bukan karera lerdapat suatu
kekuasaan dibelakangnya melainkan Karena mewajibkan itu termasuk hakekat
hukum sendin. Pada hakekatnya hukum adalah norma yang mewajibkan (Lihat
Huijbers, 1995: 46).

Dari beberapa pengertian hukum diatas kita dapat merumuskan beberapa
unsur dari hukum, yaitu :

4. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. Peraturan itu bersifat memaksa.

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sedangkan ciri dari hukum adalah :

Adanya perintah dan/atau larangan,

b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang (Kansil, 1989:

39).
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Dalam hukum ada suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang
anggota masyarakat, dimana hukum 1tu berada. Kewajiban yang terletak pada
kaedah hukum itu adalah suatu kewajiban yang yuridis. Pemyataan itu
mengandung pengertian :

a. Bahwa suatu kewajiban yundis menyatakan suatu keharusan yang ekstern
saja. Hukum harus ditaati, sebab sescorang yang tidak mentaatinya akan
dihukum. Maka kewajiban yiridis muncul bersama kaedah-kaedah hukum
berupa ancaman darni luar, tanpa ada hubungan pribadi dengan orang. Pendapat
ini banvak dianut oleh kaum Positivisme.

b. Bahwa kewajiban yuridis ditanggapi sebagar kewajiban intern. Dengan
demikian orang menaati undang-undang scbab mercka merasa suatu ada
keharusan dalam batin, Kewajban yuridis dianggap suatu dorongan batin yang
tidak boleh/tidak dapat diclakkan. Akibatnya timbulah persoalan, bagaimana
kacdah-kaedah hukum dapat mewajibkan secara batin. Apa yang mewajibkan
secara batin adalah kaedah-kaedah moral, dan bukan kaedah hukum
(Huijbers, 1995: 46).

Oleh karena 1twr untuk mempartahankan art hukum sebagal sesuatu vang

sungguh-sungguh mewajibkan satu-satunya jalan adalah memberikan perhatian

pada 1s1 dan kaedah hukum. Dengan isi kaedah hukum disim bukanlah obyek-
obyek vang diatur oleh suatu kaedah hukum yang dimaksudkan melainkan cara
suatu obyek diatur oleh suatu kaedah hukum; diperhatikan apakah suatu peraturan
menurut 1sinya bersifat adil atau tidak. Sebab tentu saja, bila suatu kaedah
menurut isinya mengandung suatu aturan yang adil, kaedah itu adalah bernilai dan

dapat ditanggapi schagai sualu yang mewajibkan secara batin (Huijbers, 1995: 48

2.3.1.1. Pengertian Politik Hukum

Hukum berkaitan dengan manusia sebagal manusia. Manusia memenuhi
tugasnyva di dunia ini dengan menciptakan s 1atu aturan hidup bersama yang baik,
vakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia. Namun

pada kenyataannya hukum diciptakan oleh negara. Hal ini sekurang-kurangnya
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berlaku pada hukum yang dibentuk pada jaman modern saat ini. Hukum dianggap
sungeuh-sungguh hukum bilamana sah, yakni bila dikukuhkan oleh negara.

Kenvataan ini menimbulkan keyakinan bahwa terdapat 2 (dua) tingkat
berlakunya nuku, Di tingkat pertama, hukum berada sebagai tuntutan moral dan
rasional Tetapr baru pada tingkat kedia, yakni bila telah disahkan oleh negara,
hukum itu berlaku secara yuridis. Artinya baru disini diakui adanya hukum dalam
arti yang benar (Huijbers, 1995: 109).

Hukum berasal dari negara. Akan tetapi menurut pengalaman kita sehari-
hari bahwa hukum berasal dari yang berkuasa dalam negara, yakni pemenintah.
Pemerintah mengatur  kehidupan masyarakat melalui poltiknya. Karenanya
pemerintah melalui poltiknya menjadi sumber hukum (Huijbers, 1995: 111).

Menurut Mahfud, Hukum (2000: 7) merupakan produk poltik, yang
memandang hukum sebagai kristalisasi atau formulasi dari kehendak-kehendak
politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Jika ada pertanyaan tentang
hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah
hukum yang mempengaruhi politik ataukah sebaliknya? Maka paling tidak ada
tiga jawaban yang dapat menjelaskannya. Pertama, Hukum determinan atas
politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan poltik diatur dan harus tunduk pada
atwran-aturan hukum. Kedwa, Politk determinan atas hukum, artinya karena
hukum merupakan hasil atau kristalisasi dan kehendak-kehendak politik yang
saling berinterakst dan saling bersaingan. Keriga, Politik dan hukum sebagai sub
sistem kemasyarakatan berada pada posist yang derajat determinasinya seimbang
antara yang satu dengan lainnya. Karena meskipun merupakan produk keputusan
politik tetapt begitu hukum ada maka kegiatan politik harus tunduk pada aturan-
aturan hukum (Mahfud, 2001: 8).

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan
hukum (Tegal policy) yang akan atau telah dilaksanakan sccara nasional oleh
pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi
hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan vang ada di belakang
pembuatan dan penegakan hukum tersebut. (Mahfud, 2001: 1-2). Politik hukum

-

—-—r— @ ST



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

adalah fegal policy vang akan atau telah dilakcanakan secara nasional oleh
Pemerintah Indonesia vang meliputi; Pertama, Pembangunan hukum yang
berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap mateni-materi hukum agar dapat
sesual dengan kebutuhan. Kedua, Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada
termasuk pencgasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Jadi
poltik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat
menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum itu akan dibangun dan ditegakkan
(Mahtud, 2001: 9),

Keterikatan antara hukum dan politik adalah sesuatu yang inheren,
keduanya harus saling bekerjasama den saling menguatkan. Prinsip tersebut dapat
kita lihat dari ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan
kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, Dengan menggunakan asumsi dasar
bahwa hukum merupakan produk politik, maka politik akan menjadi faktor yang
sangal menentukan hukum. Dengan demikian, pernyataan hipotesis yang lebih
spesilik dapat dikemukakan bahwa konfogurasi politik suatu nepara akan
melahirkan karakter hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam nepara yang
konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hokemnya  berkarakter
responsifipopulistik. Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter,
maka produk hukumnya berkarakter ortodok/konservatif/elitis (Mahfud, 200 15).

Berdasarkan karakternya, produk hukum secara dikotomistis ke dalam 2
(dua) kelompok besar, yaitu -

a. Pengelompokan menurut Nonet dan Selznick; Dalam bukunya yang berjudul
“"Law and Sociefy In Transation Toward Responsive Law” membagi karakter
produk hukum menjadi hukum otonom dan hukum menindas. Nonet dan Selznick
menjelaskan bahwa antara hukum dan penindasan ada keterkaitan. Dikatakannya,
masuknya pemerintah kedalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui
hukum berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elite
penguasa/pemerintah. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat
pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik

tertentu. Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan karena tata hukum senantiasa

—
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ferikat pada starus guo. Tata hukum tidak ada jika tidak terikat pada suatu tata
tertentu yang menvebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan. Jika demikian,

maka pihak yang berkuasa dengan baju otoritas mempunyai kewenangan yang sah

menuntut warganegaranya agar mematuhi kekuasaan yang beriahia. Penggunaan

kekuasaan itu bisa melahirkan karakter hukum yang menindas maupun karakter

hukum otonom, tergantung pada tahap pembentukan tata politik masyarakat yang
bersangkutan. Berikut tabel perbedaan antara produk hukum berkarakter menindas

dan produk hukum berkarakter otonom,

| Variabel

I- Tujuan Hukum

| Legitimasi

I
! Penalaran (reasoning)

Tipe Menindas Tipe Otonom =
Ketentuan kesahan (
Pertahanan  sosial dari | Menegakkan pu-rﬁ;edur

raison d etaat
Ad hoc sesuai keperluan

dan partikularisuk

Mengikatkan diri secara

ketat pada otoritas
hukum; peka terhadap
formalisme dan
legalisme

Diskresi Merata; oportunistik Dibatasi oleh peraturan-
: peraturan; pendelegasian
| sangat terbatas
_ Pemaksaan Luas kali; pembatasannya Dikontrol oleh |
: lemah pembatasan-pembatasan
hukum
" Moralitas | Moralitas komunal;, | Moralitas kelembagaan,
maoralitas pemaksaan; | yaitu ditkat oleh
moralitas hukum pemikiran tentang
| integritas dari  proses
‘ hukum
| Kaitan Politik Hukum ditundukkan pada dari

Hukum  bebas
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| politik kekuasaan | politik: pemisahan
i kekuasaan
'Harapan Terhadap | Tidak bersyarat; | Bertolak dari peraturan
Kepatuhan ketidakpatuhan  begitu | yang sah, yaitu menguji |
saja dianggap | kesahan undang-undang
menyimpang dan peraturan lainnya
Partisipasi ' Tunduk dan patuh; kritik | Dibatasi olch prosedur

| diangpap tidak loyal

vang ada; munculnya
kritik hukum

(Lihat Mahfud, 2000: 20)

Cirt menonjol dari hukum otonom adalah terikatnya masyarakat secara ketat pada

prosedur. Elite penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaan karena ada

komitmen masyarakat untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tala cara yang
diatur (Lihat Mahfud , 2001: 21-22).

C

Pengelompokan menurut Marryman, Adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara

yang mengacu pada pendapat Marryman menyatakan bahwa ada tiga macam

tradist hukum yang kemudian dikaitkan denga strategi pembangunan hukum,

Dalam dunia kontemporer terdapat tiga tradisi hukum yang utama yaitu tradisi

hukum kontinental (evil law), hukum adat fcommon law), dan tradisi hukum
sosialis (soctalist law). Yang dimaksud dengan tradisi hukum adalah
“...seperangkat mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan

pemerintah, organisasi-organisasi dan operasionalisasi, sistem hukum dan cara

hukum dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan semuanya
berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat™.

Ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus

beriplikasi pada karakter produk hukumnya, vyaitu pembangunan hukum

“ortodoks™ dan pembangunan hukum “responsif’. Pada pembangunan hukum

ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat

domman dalam menentukan arah pembangunan hukum. Sebaliknya, pada

pembangunan hukum responsif, peranan besar terletak pada lembaga peradilan
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yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam
masyarakat. Kedua strategl tersebut memberi implikasi berbeda pada produk
hukumnya  Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat positivis-
strumentalis, yaitu hanya menjadi alat ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan
program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang
kekuasaan negara, Sedungkan strategi pembangunan hukum responsif akan
menghasilkan hukum vang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai

kelompok sosial dan individu dalam masyarakat (Lihat Mahfud, 2001: 22-23).

Adapun karakter dua macam produk hukum tersebut diatas adalah sebagai
berikut

a. Produk hukum responsifipopulistik adalah produk hukum yang mencerminkan
rasa  keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses
pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-
kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif
terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.

b. Produk hukum konservatifiortodoks/elitis adalah produk hukum.yang isinya
lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan
pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan
ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum
ortodoks lebih tertutup pada tuntutan kelopok sosial mauoun individu dalam
masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif
kecil.

I'heo Huijbers (1995: 116), menyatakan bahwa ada 3 (tiga) macam tujuan
politik hukum, yaitu

a. Menjamin keadilan dalam masyarakat

Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum
dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup
dalam jiwa rakyat tdak lain daripada simbol suatu harmonisasi kepentingan-
kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tugas pemerintah suatu negara adalah

mewujudkan keadilan sosial bagi masvarakatnya,
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Keadilan sosial akan terwujud pada suatu ncgara dimana hak-hak manusia
dihormati, untung-untung dan beban-beban dibagl secara pantas terutama
berhubungan dengan harta. Keadilan im vang sekarang ini biasanya ditunjuk
dengan istilah keadilan sosial (iustita socialis), dulu disebut keadilan distributif’
fiustita diseribuiive),

Menciptakan ketentraman hidup

Politik hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman hidup dengan
memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan bahwa dalam suatu negara
terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut
undang-undang telah ditentukan sungguh-sungguh sebagal hukum, dan bahwa
putusan para hakim bersifat konstan sesual dengan undang-undang vyang
berlaku. Akibatnya orang-orang tidak akan ragu-ragu terhadap hukum yang
berlaku itu, sebab undang-undangnya jelas dan prakiek hukumnya pun jelas.

Kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum, oleh karena itu,
kepastian hukum hanya terjamin bila pemerintah negara mempunyai sarana-
sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan yang ada. Aparat polisi
dan pengadilan memainkan peranan penting dalam menjaga nilai sosial hukum
his

Menangani  kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan
bersama secara kongkret

Manakah kepentingan itu nampak dalam cita-cita masyarakat sebagai
keseluruhan. Atas dasar suatu penyelidikan dan renungan yang mendalam
pemerintah memilih salah satu nilai hidup sebagai tujuan-khususnya politik
dan membentuk undang-undang cuna mendukung dan mengembangkannya.
Diantara tujuan khas politik suatu pemernintah itu dapat disebut; perkembangan
manusia sebagai pribadi, perkembangan negara dan perkembangan kebudayaan

Pada jaman sekarang ini, kiranya harus diakui bahwa apa vang harus

ditanamkan diatas nilai-nilai sosial adalah keadilan. Apa yang dimaksud keadilan
dalam konteks ini tidak lain daripada pemeliharaan hak-hak yang berkaitan
dengan tiap-tiap manusia sebagai pribadi. Hak-hak asasi itu tidak jatuh dibawah
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wewenang pemerintah dan tidak pemmah dapat diserahkan kepada orang lain.
Negara didinkan atas dasar hak-hak itu sebagai asas segala hukum. Diantara
tuntutan keadlan yang utama dapat disebut; hak atas pengadilan, kesamaan hak di
depan pengadilan, keseimbangan pelanggaran dan hukuman.

Sesudah keadilan sebagal nilai utama tiap-tiap hidup bersama yang
beradab telah dijaga. nilai-nilai lain dibed perhatian. Pertama-tama kepastian
hukum harus dijamin lalu salah satu nilai khusus dapat dipilih sebagai tujuan
politk hukum sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan bangsa (Huijbers, 1995: 116-
118)

2.3.1.2. Peranan Hukum dalam Pembangunan

Dalam pembangunan hukum nasional harus dapat diciptakan hukum
nasional vang mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh lapisan rakyat,
guna memberi keadilan yang merata, melindungi hak dan kewajiban warganegara,
mengatur ketertiban hidup masyarakat dan memberi arah pada perkembangan
kehidupan bangsa. Pembangunan hukum (nasional) dilakukan untuk dapat
melestarikan  kehidupan  politik, ckonomi, sosial dan budaya seperti yang
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 45 (Alkostar, 1997: 202 dan 206).

Berbicara peranan hukum dalam pembangunan, Roscoe Pound
mengatakan bahwa hukum itu mempunyai fungsi ganda dalam masyarakat,
Disamping 1a berfungsi sebagai pranata yang mengatur tata-tertib, mengayomi
dan melindungi masyarakat, Hukum juga berfungsi scbagai “u tool of social
engineermng " (Roscoe Pound; An Introduction to The Philosophy of Law, New
Heaven, 1954: 22)(Lihat Alkostar, 1997: 206). Fungsi ganda dari hukum berarti
pada satu pihak ia melakukan fungsi tradisonalnya, yaitu mengatur tata-tertib
kehidupan ~masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat serta
mengaturnya. Sedangkan pada pihak lain, ia seolaii-olah melakukan perekayasaan
sosial (Alkostar, 1997: 207),

Dalam kaitannya dengan pembangunan, lebih lanjut Sunaryati Hartono,
menyebut ada 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu
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|. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan.

2. Hukum sebagai sarana pembangunan.

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.

4. Hukum scbagal sarana pendidikan masyarakat (Lihat Muchsin dan Putra,

2002 20)

Selain i, masith dalam kaitannya dengan pembangunan di Indonesia, dari
hasil Seminar Hukum Nasional ke [V, Badan Pembinaan Hukum WNasional
merumuskan adanya 6 (enam) fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan,
yaity -

I. Pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat.

2. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai
kedudukan sosial ekonomi lemah.

3. Penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat
vang dicita-citakan,

4. Pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan.

5. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam
masyarakat yang mengalami perubahan cepat.

6. Faktor integrasi antara berbagai sub sistem budaya bangsa (Lihat Muchsin dan

Putra, 2002: 20-21).

Pengaruh ekonomi terhadap corak sistem hukum sangat besar, bahkan
sungat menentukan. Bahwa melihat struktur ekonomi Indonesia dewasa ini,
kemungkinan sekali masyarakat Indonesia dalam 20-30 tahun mendatang masth
tetap akan merupakan masvarakat yang heterogen sehingga pembangunan hukum
nasional harus mampu memberi pengayoman dan hidup untuk paling sedikit 3
{tiga) macam masyarakal, yakni masyarakal agraris, masyarakat industri dan
masyarakat informasi, yang hidup dalam sub sisiem ekonomi dan sosial yang
berbeda-bedy. Jika tidak, maka fungsi hukum (nasional) sebagai motor penggerak
pembangunan akan menemu hambatan (Alkostar, 1997: 256-257).

Keterkaitan peranan hukum (nasional) dalam proses pembangunan tidak
dapat kita lepaskan dari hubungan antara hukum dan negara, karena sebenarnya
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Keterkartan peranan hukum (nasional) dalam proses pembangunan tidak
dapat kita lepaskan dari hubungan antara hukum dan negara, karena sebenamya
jika Kita mengacu pada paham positivisme, hukum adalah formulasi dan
kehendak polink penguasa negara. Oleh karena jtu, sebagai suatu lembaga
ketatanegaraan, negara-melalw produk hukumnya- harus dapat menjamin
aspirasi-aspirasi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan bangsanya. Ia harus
dapat mewujudkan agar kehidupar politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan
bungsanya dapat berjalan serasi dengan pandangan hidup atau falsafat yang dianut

(Alkostar, 1997: 207),

2.3.2. Kebijakan Negary

Yang perlu dimengerti bahwa dalam skripsi ini, penulis menganggap sama
pengertian antara kebijaksanaan dan kebijakan negara, sebagai sebuah rangkaian
tindakan pemerintah yang berdimensi hukum, politik_ekonomi dan sosial budaya,
yang ditujukan untuk mencapal tujuan negara, Walaupun kebijaksanaan nepara
dapat juga diartikan sebagai “Wisdom" atau “Discration”, yaitu suatu kearifan
penguasa/pejabal negara berkaitan dengan tindakan apa vang semestinya
diambil/dilakukan oleh penguasa/pejabat negara terscbut terhadap problematika
tertentu yang ada dalam masyarakat, Kearifan ini diambil baik bila suatu problem
masyarakat ttu sudah ada peraturan perundang-undangannya maupun yang belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap problematika masyarakal
vang sudah ada aturannya, kebijaksanaan (kearifan) negara dibutuhkan bilamana
keberlakuan aturan hukum tersebut tidak dapat begalan efektif Sedangkan
apabila  problematika masyarakat belum ada aturan hukumnya maka
kebijaksanaan (kearifan) negara diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum
vang ada fvacuum of law). Artinya kebijaksanaan itu harus diimplementasikan
dengan motivasi untuk mencan problem solving permasalahan masyarakat.
Sehingga pengertian kebijaksanaan negara dalam pengertian “Wisdom” atau
“Descration™ lebih mengarah pada “What the government showld to do”

sedangkan pengertian kebijaksanaan negara dalam penulisan skripsi ini adalah
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pengertian kebijaksanaan dalam pengertian <ebijakan (legal policy), yaitu dalam
perspektil. “What the government can do” (Marbun, 1987: 15).

Menurut Islamy (2001: 10), dikatakan bahwa setiap kebijaksanaan negara
harus selalu beronentasi pada kepentingan publik (Publik laterest) Ciri-ciri
khusus yang melekat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan negara bersumber pada
kenyataan bahwa kebijaksanaan negara itu dirumuskan oleh apa yang oleh Davis
Laston disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem
politik, yakni para tetua adat, para ketuan suku, para eksekutif, para legislator,
para hakim, para administrator, para monarkhi dsb.

Hakekat kebijaksanaan negara sebagai jenis tindakan yang mengarah pada
tujuan tertentu akan kita pahami apabila kebijaksanaan negara itu diperinci
kkedalam beberapa kategori, vaitu :

a  luntutan Kebijaksanaan (Policy Demand)
Tuntutan atau desakan yang yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah
vang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta ataupun kalangan
pemerintahan sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu
atau scbaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.

b. Keputusan Kebijaksanaan (Policy Deciston)
Keputusan-keputusan  yang dibuat oleh para pejabat pemerintah vang
dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan
arah terhadap pelaksanaan kebijaksanaan negara, Dalam hubungan ini,
termasuk  didalamnya  keputusan-keputusan untuk menciptakan  statuta
(ketentuan dasar), mengeluarkan perintah-perintah eksekutif ( keputusan
presiden), keletapan-ketetapan, mencanangkan  peraturan-peraturan
admnistrasi (semisal peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil) atau
membuat penafsiran terhadap undang-undang.

¢. Pernyataan Kebijaksanaan (Policy Statement)
Pernyataan resmi atay artikulasi (penjelasan) mengenai kebijaksanaan negara
tertentu.  Termasuk dalam hal ini keletapan-ketetapan MPR, keputusan

presiden atau dekrit presiden, peraturan-peraturan adminsitrasi dan keputusan-
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keputusan pengadilan maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para
pejabat pemerintah vang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah serta apa
vang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Keluaran Kebijaksanaan (Policy Ouipuis)
Wujud kebijaksanaan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena
menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang
telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pemnyataan-pernyataan
kebijaksanaan, Dengan Kata lain, keluaran kebijaksanaan adalah menyangkut
apa vang dikerjakan oleh pemerintah, yang dapat kita bedakan dan apa yang
ingin dikerjakan oleh pemerintah.
Hasil AKhir Kebijaksanaan (Policy Outcomes)
Akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik
yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sehingga konsekuensi dan
adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang
atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. (Wahab, 2002: 8-
| 0) '

Sepertt halnya hukum, pengertian kebijaksanaan negara juga sangat

beragam, sesuai dengan pandangan/pandapat masing-masing sarjana. Beberapa

pengertian kebijaksanaan menurut para sarjana, antara lain

a

Harold D. Lasswel dan Abraham Kaplan

Kebijaksanaan Negara (Policy) adalah A projectea program of goals, values
and practices (suatu program pencapal tujuan, nilai-nilai dan praktek-prakiek
yang terarahj(Lihat Islamy, 2001: 16).

Carl J, Freiderick

Kehijaksanaan Negara (Policy) adalah 4 proposed cowrse of action of a
person, grup or goveriynent within a given enviroment providing abstracts
and apportunity which the policy was proposed the utifize and overcome in an
effort to reach a goul or realize un objective or purpose (serangkaian tindakan
vang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan dan kesempatan-



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

C.

d.

<.

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka
mencapai tujuan tertentu )(Lihat Wahab, 2002: 3),

James E. Anderson

Kebijaksanaan adalah 4 purpose course aof action followed by an actor or set
of actots in dealing with the problem or matters of concern (serangkaian
tindakan vang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suaty usulan
tertentu)( Lihat Wahab, 2002: 2),

Solichin Abdul Wahab

Rebijaksanaan Negara diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan
atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam
kaitan ini aktor-aktor bukan pemerintah/swasta tentu saja dapat mempengaruhi
perkembangan atau perumusan kebijaksanaan negara (Wahab, 2002; 2).

Amara Raksatava

Kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan diarahkan untuk mencapai tujuan.
Oleh karen itu, suatu kebijaksanaan memuat elemen-elemen sebagai berikut :
a. identifikasi dari tujuan yang hendak dicapai.

b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.
¢. penyediaun berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata
dan taktik atau strategi (Lihat Islamy, 2001: 17).

M. Irfan lslamy

Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
atau nidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu  demi kepentingan seluruh masyarakat
(Islamy, 2001: 14).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu :

.

Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan
tindakan-tindakan pemerintah.
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b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi Juga
dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.

¢ Bahwa Kkebijaksanaan negara, baik untuk melakuhau sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan
tertentu,

d.  Bahwa kebyjaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan
seluruh masyarakat (Islamy, 2001: 15-17

Lindblom (1968), menuturkan bahwa pembuatan kebijaksanaan negara
(Public policy-making) itu pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat
kompleks dan analitis. dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan
batas-batas dan proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian
keglatan yang agak kompleks, yang kita scbut sebagai pembuatan kebijuksanaan
negara itulah yang kemudian membuahkan hasil vang disebut Kebijaksanaan
(Lihat Wahab, 2001:17).

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari
sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan (kebijakan)
negara bersangkut paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu
dibuat. Kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu
vang dilakukan oleh seseorang aktor berkenaan dengan suatu masalah atau
persoalan tertentu. Secara tipikal, pembuatan kebijaksanaan merupakan tindakan
vang berpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan,
vang diantaranya ada vang merupakan keputusan rutin dan tidak rutin. Beberapa
teori pengambilan keputusan kebijakan negara adalah sebagai berikut :

4. Teor Rasional Komprehensif
Unsur-ursur utama dari teoni ini adalah sebagai berikut :
| Pembuat keputusan dihadapkan pada sualu masalah tertenty yang dapat
dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai

masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.

—
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Tujuan, milai-nilai, atau sasarin yang mempedomani pembuatan keputusan
amal jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan
kepentingannya,

Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara
seksama

Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif
yang dipilih diteliti.

Setiap alternatif dan masing-masing akibat vang menyertainya dapat
diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.

Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan akibat-akibatnya yang
dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai dan sasaran vang telah

digariskan,

Hasil dari proses tersebut diatas adalah keputusan yang rasional, yakni suatu

keputusan yang dapat mencapai tujuan vang paling efektif. (Wahab, 2002: 19-21 ).

b Tecon inkremental

Teort Inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori

pengambilan  keputusan vyang menghindari banvak masalah vang harus

dipertimbangkan (seperti halnya dalam teori rasional komprehensif) dan pada saat

yang sama, merupakan teor yang lebih banyak menggambarkan cara yang

ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-

han

Pokok-pokok teori inkremental dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan Cmpiris yang
diperfukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling
terkait daripada sesuatu hal vang saling terpisah.

Pembuat  keputusan dianggap hanya mempertimbangkan  beberapa
alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan
alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau

marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang.
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alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau
marginal bila dibandingkan dengan kehijaksanaan yang ada sekarang.

5. Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja
vang akan dievaluasi

4. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara
teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk
mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta sarana dan
twjuan schingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat

ditanggulangi.

L

Bahwa udak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap
masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa
berbagai analisis pada akhimya akan sepakat pada keputusan tertentu,
meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling
tepat sebagar surana untuk mencapal tunuan.

6. Pembuatan Keputusan yang inkremental pada hakekatnya bersifat
perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk 1mempcrhaiki
ketidaksempumaan dari upaya-upaya kongkrit dalam mengatasi masalah
sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyadarkan
tujuan-tujuan sosial yang sama sckali baru di masa yang akan datang.
(Wahab, 2002 21-23),

¢. Teoi Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning Theory)

Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi, Amitai Etzioni. Dia
menyodorkan konsep Mixed Seanning (pengamatan terpadu) sebagai suatu
pendekatan  untuk  pengambilan  keputusan yang memperhitungkan baik
keputusan-keputusan yang bersifat fundamental maupun keputusan-keputusan
yang bersifal inkremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan
kebijaksanaan fundamental yang memberikan arahan dasar dan ... proses-proses
pembuatan kebifuksanaun inkremental yang melapangkan Jalan bagi keputusan-
keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan ini tercapai (Wahab, 2002:

23:24).

—
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Ada tiga bentuk/model implementasi kebijaksanaan negara menurut
pendapat para sarjana, yaitu :
a. Model Brian W. Hogwool dan Lewis A. Gunn

Model 1m seringkali oleh para ahli disebut “the top down approach”.
Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan-
kebijaksanaan negara secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan
beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

I kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang

cukup memadai.

Lad

perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

4. kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang handal.

3. hubungan kausalitas bersifat langsung dan nanya sedikit mata rantai

penghubungnya.

hubungan saling ketergantungan harus kecil.

pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

MESERY, TN

komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Wahab, 2002: 71-78).
b. Model van Meter dan van Horn

Model ini disebut 4 model of the policy implementation process (model proses
implementasi kebijaksanaan). Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini
beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbcdaan dalam bentuk proses
implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk
menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model
konseptual yang mempertalikan  kebijaksanaan dengan prestasi  kerja
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(performance). Mereka juga berpendapat bahwa perubahan, kontrol dan
kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur
implementasi. Atas dasar pandangan seperti itulah, Van Meter dan Van Homn
kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut ;

a) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.

b} jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak

yang terlibat dalam proses implementasi.
Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan
dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijaksanaan semacam itu, dalam artian
bahwa unplementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang
dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan — terutama dari
mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi,

Hal lain  yang dikemukakan keduanya adalah bahwa jalan vang
menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah
variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel
tersebut adalah :

I ukuran dan tujuan kebijaksanaan.

Fwd

sumber-sumber kebijaksanaan.
ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

sikap para pelaksana.

e SV S P

lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-variabel kebijaksanaan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang
telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-
badan pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal: sedangkan
komunikasi antar organisasi terkait sebagai beserta kegiatan-kegiatan
pelaksananya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politilc dan
dengan kelompok sasaran. Akhimya pusat perhatian pada sikap para pelaksana
mengantarkan  kita pada telaah mengenai orientasi dari mercka yang

mengoperasionalkan program-program di lapangan (Lihat Wahab, 2002: 78-810.
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¢. Model Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier

Discbut 4 frame work for tmplementation analysis (kerangka analisis
tmplementasi), Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis
implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasikan variabel-variabel
yang mempengaruhi lercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses
implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi
tiga kategon besar. vaitu

I mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.

2. kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat

implementass

Lad

pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan
dukungan bagi tujuan yang termuat dalam Kkeputusan kebijaksanaan
tersebut (Lihat Wahab, 2002; 81-82)

Ada empat macam pendekatan implementasi kebijaksanaan, menurut
Solichin Abdul Wahab, yaitu pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan
manajerial, pendekatan keprilakuan dan pendekatan politik.

a. Pendekatan Struktural

Untuk menyederhanakan masalah yang luas, kita perlu menarik perbedaan
anidara perencanaan mengenar perubahan (planning of change) dan perencanaan
untuk melakukan perubahan (planning for change). Perencanaan mengenal
perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam organisasi
atau scpenuhnya berada di bawah kendali orgamisasi, baik arah, laju maupun
waktunya. Disini implementasi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis
atau persoalan manajerial. Perencanaan untuk melakukan perubahan, di lain
pthak, berlangsung apabila perubahan itu dijaksakan dari luar/faktor eksternal
(oleh organisasi lain atau oleh kekuatan-kekuatan lingkungan) atau jika proses
perubahan itu sukar untuk diramalkan, dikontrol atau dibendung. Dalam
hubungan itu, implementasi akan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif;

proses pembuatan kebijaksanaan sccara keseluruhan menjadi lebih linier, dan

——

-
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hubungan antara kebijaksanaan dan implementasi akan mendekati apa yang oleh
Barrett dan Fudge sebagai Policy — Action - Policy Contimuan (2002: 110-1 12).
b. Pendekatan Prosedural dan Manajenal (Procedural and Managerial

Approaches)

Memiliks struktur-strukiur yang cocok bagi implementasi program barangkali
Kurang begitu penting bila dibandingkan dengan upaya mengembangkan proses-
proses dan prosedur-prosedur yang tepat- termasuk prosedur-prosedur manajerial
beseta teknik-teknik manajemen yang relevan, Sckali lagi suatu garis pembeda
dapat kita tarik antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk
melakukan perubahan. Dalam hal yang pertama, implementasi dipandang sebagai
semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Disini prosedur-prosedur
vang dimaksud fermasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan
(scheduling). perencanaan (planning) dan pengawasan fecontrol).

Tahap implementasi menurut pendekatan ini mencakup urutan-urutan langkah
sebagai berikut ;
| merancang bangun (mendesain) program beserta perincian (ugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan
waktu.
melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur  dan
personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode

yang tepat

lid

membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-saran pengawasan
yung tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar
dapat segera dilaksanakan.

Konsekuensinya pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkat kemampuan
pengawasan yang sangat tinggl atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program
dan dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan (2002: 112-1 13).

-
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Ada keterbatasan-keterbatasan tertentu mengenai apa yang dapat dicapai
dengan menggunakan pendekatan-pendekatan struktural dan prosedural diatas,
Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi. jika
kebijaksanaan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan
diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap
perubahan (resistance fo change). Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang
tersedia jarang sekali sesederhana yang diperkirakan seperti menerima atau
menolak, dan sebenamya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai
dart penerimaan katif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan
pasif hingga penolakan aktf.

Penyebab penolakan tersebut adalah terdapatnya perasaan kekhawatiran
terhadap perubahan itu sendiri, karena perubahan berarti ketidakpastian
(uncertainty) dan pada sementara orang terdapat daya toleransi yang amar rendah
terhadap situasi vang serba tidak pasti. Selain itu, kemungkinan lain adalah
munculnya perasaan khawatir dampak ekonomis daii pervnhshan tersebut dalam
bentuk penghasilan, keuntungan, kemanan pekerjaan, masa depan karier dsb.

Dampak vang bersifat korganisasian dari suatu kebijaksanaan baru atau
kebijaksanaan yang akan diubah mungkin akan dirasakan amat menyakitkan,
khususnya apabila dampak vang diperkirakan terjadi mencakup bentangan
permasalahan  yang luas, seperti struktur-struktur vyang kian birokratik,
berkurangnya rasa akrab, berkurangnya otonomi atau berkurangnya otonomi
organisasi-organisasi itu sendini (2002; 114-118),

d.  Pendekatan Politik (Political approaches)

Pendekatan politik  secara fundamental menentang  asumsi  yang
diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu — khususnya pendekatan
keperilakuan. Pada umumnya para ilmuwan sosial menentang asumsi bahwa
konflik itu adalah suatu bentuk penyimpangan yang dapat disembuhkan dengan
cara menyempurnakan kemampuan komunikasi antar pribadi (interpersonal
communication). Konflik yang berlangsung diantara dan didalam lingkungan

kebanyakan organisasi dan kelompok-kelompok sosial merupakan gejala yang
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stfatnya endemus, karenanya tidak bisa hanya dibatasi lewat komunikasi dan
koordinasi.

Dengan demikian keberhasilan suatu kebijaksanaan pada akhimya akan
lergantung  pada  kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok vang
domman/berpengaruh  atau  koalisi  dani keduanya, untuk memaksakan
kehendaknya.  Apabila  kelompok-kelompok yang dominan itu tidak ada,
tmplementasi kebijaksanaan yang dikehendaki mungkin hanya akan bisa dicapai
melalul suatu proses panjang yang bersifat inkremental dan saling pengertian
diantara mereka yang terlibat (partisan mutual adjusment). Dalam situasi tertentu
distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat
implementasi kebijaksanaan, walaupun sebenarnya kebijaksanaan tersebut secara
formal telah disahkan (Wahab, 2002: 118-1 20).

2.3.3 Pembangunan Ekonomi Daerah

Sebelum kita membahas tentang pembangunan ckonomi daerah, ada
baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang dacrah. Dimana
pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek
ckonomi, daerah mempunyai tiga pengertian :

l. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terdiri dan di
dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama
Kesamaan sifat-sifat tersebut antura lain dari segl pendapatan per kapitanya,
sostal budayanya, peografisnya dsb. Daerah dalam pengertian ini disebut
daerah homogen.

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang vang dikuasai oleh satu

atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah demikian disebut daerah nedal.

Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibwah satu

administrasi lertentu seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dsb. Jadi daerah

disini didasarkan pada pembagian administratif suaty necara. Daerah dalam
pengertian  yang seperti ini disebut daerah perencanaan atau daerah

administrasi.

LS|
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Dalam praktek perencanaan pembangunan daerah, maka pengertian daerah dalam

poin ketiga diatas adalah yang paling sering kita jumpai, karena:

a. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah
diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena
itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa dacrah
ekonomi berdasarkan satuan admunistratif yang ada.

b. Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah
dianalisis, karena biasanya pengumpulan data berbagai daerah dalam suatu
negara pembagiannya berdasarkan satuan adminstratif.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penerapan
kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan dae£ah yang
bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi SDM,
kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal (dacrah). Orientasi ini mengarahkan kita
pada pengambilan inisiatif-imsiatif vang berasal dari daerah tersebut dalam proses
pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang
peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ckonomi daerah adalah suatu proses. Artinya, proses vang
mencakup pembangunan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri
alternartif, perbaikan kapasitas tenaga kerja vang ada untuk menghasilkan produk
barang dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu
pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru, setiap upaya
pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan
jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan
tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama untuk

mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah
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beserta partisipasi masyarakatnya dan denpan menggunakun  sumberdaya-
sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perckonomian
daerah (Arsyad, 1999, 297-298),

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu perencanaan untuk
memperbaiki  penggunaan sumberdayu-sumberdaya publik vang tersendin di
daerah tersebut dan untuk memperbaikt  kapasitas sekror swasta  dalam
menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta sccara bertanggung jawab.
Implikasi perencansan pembangunan ekonom daerah adalah
| Perencanaan pembangunan ekonony daerab yang realistis pembahasan tentang

hubungan antar doacrah dengan Lingkungan nastonal dimana daerab tersebul

merupakan bagian darinya, Keterikatan sceara mendasar antara heduanyi dan

kunsekuens: akhir dan interaksy tersiebut,

s

Sesuatu yang tampaknya bk secara nasional belum tentu buwik untuk dacrah,
dan sebaliknya vang baik bagi daerah belum tentu baik bagi nasional

3. Perungkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan Jdacrah-missinya
administrasi, proses pengambilan Keputusan, otomitas-brasany ¢ sanpal berbeda
pada tingkat daerah déngan yang tersedia pada tinghat puast Selain 1w, dergjat
pengambilan kebijakan sangat berbeda pada kedua unghat tersebut, Oleh
karena itu, perencanaan 'daerah vang clekhuf harus bisa membedakan apa vang
seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan
sumberdayu-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin vang benar-benar
daput dicapai. dan mengambil manfuat dari mlormast yang lengkap vang
tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencana dengan obyek

perencanaan (Arsyad, 1999 303-308),
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2.3.4. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya inti dan teon-teori tentang pertumbuhan dan pembangunan
ckonomi daerah selalu berkisar pada dua hal, vaitu metode dalam menganalisa
perekonomian suatu dacrah dan teon-teor yang membahas tentang faktor-faktor
vang menentukan pertumbuhan ckonomi suatu daerah tertentu. Beberapa teori
pertumbuhan dan pembangunan ckonomi daerah vang dimaksud adalah sebagaim
berikut -

a, Teori Ekonomi Neo Klasik

leort int memberikan 21 (dua) konsep pokok dalam pembangunan ekonomi
duerah , yaitu keseimbangan fequilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya
sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa
mengalir tanpa restnks) (pembatasan), Oleh karena itu, modal akan mengalir dari
dagrah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah.

b. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Teon im menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi
suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan
jasa darn luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan
sdumberdaya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan
menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

Strategi pembangunandaerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini
adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang
mempunyal  pasar  sccara  nasional maupun  internasional.  Inmiplementasi
kebijakannya mencakup penpurangan hambatan batasan terhadap perusahaan-
perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan ada di daerah tersebut.
Akan tetapi kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada
permintaan eksternal dan bukan internal. Pada akhimya akan meyebabkan
ketergantungan sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional
maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan
keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat

untuk mengembangkan stabilitas ekonoma.

_—
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¢. Teon Lokasi

Teori i menekankan faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah,
vartu faktor lokasi. Hal i terkait dengan pengembangan biava dengan cara
memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model
pengembangan industri kuno mengatakan bahwa lokasi vanp terbaik adalah biaya
vang termurah antara bahan baku dengan pasar,

F'entu saja banyak variabel lain yang mempengaruhi kualitas atau stabilitas
suatu lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi. ketersediaan pemasok,
komumikas. fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah
dagrah dan tanggung jawabnya serta sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang
berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas {aktor-faktor
tersebut. Oleh karena itu, seringkalt masyarakat berusaha untuk memanipulasi atas
laktor-faktor  tersebul  untuk  menarik  perusahaan-perusahaan  industri.
Keterbatasan dari teon lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan
komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk
kegiatan produksi dan distribusi barang.

d Teor Tempatl Sentral

Teori tempat sentral (Central Place Theory) menganggap bahwa ada
hirarkhis tempatl (hierarchy of places) Setiap tempat sentral didukung oleh
sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan
bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang
menyediakan jasa-jasa bag penduduk daerah yang mendukungnya.

T'eori ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah
perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perfunya melakukan pembedaan fungsi
antara dacrah-dacrah yang bertetangga (berbatasan) Beberapa daerah bisa
menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai caerah
pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu
masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem

ekonomi daerah,

e e —
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e. Teon Kausasi Komulatfl

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin baik menunjukkan konsep
dasar dan tesis kausasi komulatif (comulative cauwsation). Kekuatan-kekuatan
pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju
vy terbelakang). Daecrah yang mau mengalami akumulasi keunggulan kompetitif
dibanding deerah-daerah lainnya, Hal mi vang disebut Myraal (1957) sebagai
Buckwash Effects,

f. Model Dava Tarik (Attraction)

Teon dava tarik industn adalah model pembangunan ekonomi vang paling
banvak digunakan oleh masyarakat. Teori ini ekonomi yang mendasarinya adalah
bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis

melalul pembernian subsidi dan imsentif
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4.1. Kesimpulan

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

[Dari beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa poin

yang dapat kita simpulkan, yaitu:

H R

Kebijakan Pemenntah Kabupaten Lumajang untukj membangun kawasan
Wonorejo sebagal Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu dilatar belakang oleh
dua motivasi, vaitu Mertama, untuk menghilangkan kesan kota kantong pada
dint Kabupaten Lumajang, dan Kedue untuk memberdayakan perekonomian
rakyat vang berbasis pertanian (agro industri).

Konsepst Kawasan Wonorejo Terpadu adalah sebagai Kawasan Sentra
Ekonomt yang menggabungkan aspek penndustnian/perdagangan, paniwisata
dan pelayanan masyarakal (public services). Sifat keterpaduannya dapat
dilthat dari adanya koordinasi anwar instansi/dinas terkait dengan peran
kawasan Wonorejo Terpadu sebagar Kawasan Sentra Ekonomi, yaitu Dinas
Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dinas Pendapatan Daerah
(ispenda), Dinas Pertaman (Disperta), Dinas Pariwisata (Disparta) dan Dinas
Perhubungan ( Dishub).

Kebijakan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu dilandasi dengan tiga
peraturan daerah pokok vaitu; Perda Nomor 01 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Lumajaiig Tahen 2001 — 2005,
Perda Nomor 01 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra)
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 — 2004 dan Perda
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Lumajang Tahun 2002 jo. Perda Nomor 02 Tahun 2001
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten
[.umajang Tahun 2001

Sumber pembiayaan Kawasan Wonorgjo Terpadu dibebankan pada APBD
yaitu APBD 2001 sebesar Rp. 1. 839.370.935; - (saru miliar delapan ratus

tiga pulufy sembilan juta tiga ratus tyjuh puluh ribu sembilan ratus tiga piluhb
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lima rupiah), dan APBD 2002 sebesar Rp, 16.860.629.065; - (enam belas
miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu
enam puluh lime rupaah)

Kebijakan wvang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang guna
mendukung peran Kawasan Wonorejo  sebagai Kawasan Sentra Ekonom
Terpadu adalah dengan menunjuk Bp. Drs, Drs. Masudi, Msi. — asisten Tata
Praja scbhagai Kepala Pengelolaan Kawasan Wonorgjo Terpadu, berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang Nomor 821/219/427.13/2002.
Dimana diharapkan dengan penunjukkan tersebut, dapat segera dirumuskan
kebijakan ivestasi yvang dapat merangsang pertumbuhan modal di Kabupaten
Lumajang.

Tiga faktor yvang harus diperhatikan oleh Pemenntah

Kabupaten Lumajang guna merumuskan kebijakan yvang dapat merangsang
masuknya investasi ke Kabupaten Lumajang adalah kesiapan pemkab untuk
menciptakan  iklim  investasi yang kondusif, kesiapan UKM untuk
menyongsong globalisasi ekonomi, dan kesiapan masyarakat untuk menenma

dampak investasi/globalisasi ekononu 1tu sendin.

4.2, Saran

Beberapa saran yang penulis ajukan berkaitan dengen permasalahan yang

dikajr dalam penulisan skripsi int adalah

d

Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu harus dionentasikan pada
pengembangan wilayah, artinya tidak hanya pada wilavah wonorejo saja tetapi
Juga wilavah-wilayah lain di sekitarnya sebagai upaya mendukung keberadaan
Kawasan Wonorejo Terpadu sebagai Kawasan Sentra Ekonomi. Beberapa
wilayah lain vang harus pula menjadi orientasi pengembangan adalah
Kecamatan Klakah, Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Jatiroto-dacrah-
dacrah tersebut adalah daerah penghubung (interconnecting area) antara
Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten lain di sekitarnya, semisal Kabupaten

Probolinggo dan Kabupaten Jember. Wilayah lainnya adalah Kecamatan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

83

Senduro  dan  Kecamatan Pasinian, vyang berfungsi sebagai daerah
pendukung/pemasok sumberdava alam (buffer area).

Perlu dibuat produk hukum daerah yang mengatur secara lebih detail dan
operatil’ pengelolaan Kawasan Wonorejo Terpadu sebagai Kawasan sentra
Ekonomi misalnya dengan membuat Peraturan Daerah yang menetapkan
Rawasan Wonorejo Terpadu sebaga Kawasan Otorita.,

Untuk meningkatkan investasi, pemkab harus segera menyusun peraturan
daerah yang dercgulatil’ guna memberikan fiasi'itas kemudahan berupa insentif
dan subsidi bagi mvestor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten
Lumajang. Program-program promosi untuk lebih mengenalkan Kawasan
Wonorejo Terpadu — terutama kepada para investor harus lebih ditingkatkan
melalul penvelenggaraan pameran  industri/perdagangan dan/atau pameran
sejenis lamnya, pengenalan lewat proposal investasi ke beberapa pihak
mvestor yvang berpotensi, penyediaan informasi yang lengkap dan terperingi
mengenal Kawasan Wonorejo Terpadu pada khususnya can Kabupatun

Lumajang pada umumnya (oleh karena itu data dalam websire resmi pemkab,

—— o - -

———
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2002

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI LUMAJANG

bahwa uiluk melaksanakan Pasal 86 ayat { 1 ) Undang - undang
Nomor 22 Tahun 1999, maka dipandang periu menetapkan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran 2002 yang diluangkan dalam Paratluran Daerah . :

£

10.

11,

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1950, lentang Pembtentukan
Daerah — daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur ;

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 12 Tahun 1994 ;

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1897, lentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah jo. Undang — undang Nomor 34 Tahun
2000, tentang Perubahan Atas Undang — undang MNomor 18
Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
Undang - undang Nomor 21 Tshun 1897, tentang Bes
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang ~ undang Nomor 22 Tahun 1899, tentang Pemerintahan
Daerah ;

Undang - undang Nomor 25 Tahun 19989, tenlang Perimbangan
Keuangan antara Pemaerintah Pusat dan Daerah :

Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun 1875, tentang
Pengurusan, Perlanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daaralh i

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1875, lentang Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah :
Peraturan Pemarintah Nomor 21 Tahun 1997, tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi
Sebagai Daerah Otonom :

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, lentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ;

PERDA APED ! HIIRUM DROJ AN /2003
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19 I peratdran ‘Pemedntah \Nomor /104 Aatun | EE600, temany Dana
Perimbangan |

13 Peraturan Perherintah = Nomor 105 Tahun 2000, tentang
Pengelolaan dan Peranggungjawaban Keuangan Daerah |

14, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang
Pangelolaan  dan Pertangnungjawaban  Keuangan dalam
Pelaksanaan Dokonsentras! dan Tugas Pembaniuan ;

15 Paraturan Pemerintah Nemer 107 Tahun 2000, tentang
Finiaman Daerah |

<6, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang
Kedudukan WKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ;|

158, Peraturan Pamerintah Nomar 110 Tehun 2000, ‘sntang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah |

16, Peraturan Pémeriniah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak
Caarain | |

50, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001, tentang Retribusi
Daerah |

21, Kepulusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000, tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tala KKerja Deparleman |

59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang
Contoh — contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah |

23 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomaor g Tahun 1978, tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah |

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 4 Tahun 1885, tentang
Pengurusan Pendapatan Daerahy Hasll Pajak Bumi dan
Bangunan ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomar : 570 — 360 Tahun
1981, tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan
Pengendalian Kredit Anggaran ;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984,
tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara | ;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803 — 269 Tahun 1986,
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha
Keuangan Daerah seria Perhilungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah |

28. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomaor 903 — 379 Tahun 1988,
tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk “Teknis Tata
lUsaha Keuangan Daerah ;

29, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998,
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

30, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000,
lentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tala Kerja Perangkat
Daerah |

31, |nstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1899, tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daarah Tahun Anggran 1999/ 2000 |
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32, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000,
tertang Susunan Qrganisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nemor 21 Tahun 2000,
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekrelariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang !

34. Peraluran Dasrah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2000,
lentang Struktur Organisasi dan Tata Kearja Lembaga Teknis
Daarah Kabupaten Lumajang :

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2000,
tentang Struklur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Lumajang X

36. Peraturan Daerah Kabupalen Lumajang Nomor 24 Tahun 2000,
tentang Struklur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;

37, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2001,
lontang  Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA )
Kabupaten Lumajang Tahun 2001 - 2005 !

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2002,
tentang Rencana Stralegis ( RENSTRA ) Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumagjang Tahun 2002 — 2004

Memperhatikan :  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomaor | 803 | 2477 | SJ,
tanggal 5 Desember 2001, porihal Pedoman Umum Penyusunan
dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2002 )

Dengan Persetujuan :
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2002 .

Pasaol 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002, adalah sejumlah
Rp. 298,260.993.400,00, terdiri dari :

8. PENDAPATAN :
Pendapatan ........ e e Rp 208.260,983.400,00

b, BELANJA
$. Rutia Rp, 222.678.221.479.00

2, Psmbangunan .... Rp. 75.5681.771,921.00

JUMLET e TRV OC CORIR - |- ) 298.260.893.400,00

PERDA APBD | HUKLR ORG TAGH /2002
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Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a, Pendapatan Rp. 20.395.271.000,00
b. Belanja Rp. 20.395.271.000,00
Fasal 3

( 1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut
pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran | Peraturan Daerah ini |

{ 2) Rincian lebih lanjut pada ayat { 1 ), sebagaimana Lampiran —
lampiran Peraluran Daerah ini .

a, Lampiran Il : Pendapatan ;
. Lampiran 11l : Belanja Rulin ;
c. Lampiran IV | Belanja Pembangun:an .

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dalam Pasal 2,
sebagaimana Lampiran V dan V1 Peraturan Daerah ini .

Pasal &

Lampiran — lampuiran lersebul dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraluran Daerah ini berlaku selelah mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dan
dibetizkukan mulai awal Tahun Anggaran .

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraluran Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kabupalen Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Pebruari 2002

Drs. ACHMAD FAUZ]
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PERATURAN DAERAH

NOMCR 01 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRANM PEMBANGUNAN DAERAH
( PROPEDA ) KABUPATEN LUMAJANG
2001 - 2005

FEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
2001
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH { PROPEDA )

Menirnbang

Mengingat

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2001 - 2005

0 - i 0 - g

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG

. bahwa penyelenggaraean Ofonomi Deerah berdasarkan

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan Kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah Kabupaten
untuk rmengatur kepentingan masyarakatnya ntas prakarsa
sendiri  berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta
masyarakal, pemerataan dan keadllan seita memperhatikan
potensi dan keanekaragaman daerah, dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonasia,

. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada

huruf a Konsideran ini, serta memberi landasan, pedoman
dan arah kebijakan penyelenggarasan pemerintanan dan
pembangunan, dengan memperhatikan kondisi, potensi,
kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang
berkembang, maka dipandang perlu menetapkan Program

Pembangunal, Daeran yang dituangkan dalan, Meraluran
Daerah |

. Undang - undang MNomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah.daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur ;

. Undang - wundang Nomeor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah :
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Menetapkan

PERCH # HUMUM ORG A AGN

Lal

Ungang - undang Nomor 25 Tahun 1995 lentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah °

4. Undang - undang Nomor 25 Talun 2000 terlang Prograim
Fembangunan Nasional ( Propenas ) :

Peraturan  Pernerintah  Nomer 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan FPemerintah
Propmsr Sebagar Daerah Otonom |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang
Pecoman Qrganisasi Perangkat Daerah |

Peraturan Pernerintah Nomor 408 Tahun 2000 tenlang
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Perundang - undangan dan Eeptuk Rancangan

Ungang-undang, Rancangan :Peraturan Pemerintah Dan
Rancangan Keputusan Presiden .

in

=

O

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ( PROPEDA )
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2001 - 2005.

Pasal 1
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Program Pembangunan
Caerah ( Propeda ) Kabupalen Lurnajang Tahun 2001 - 2005

yang uniuk selanjulnya disebut PROPEDA ILUMAJANG 2001 —
2005

Pasal 2

FROPEDA LUMAJANG 2001-2005, merupakan landasan dan
pedoman pagi seluruh pelaku pembangunar dalam rangka
penyelenggaraan  pemerintehan  dan pembangunan  di

s c—
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‘, ____*_MM’__
ot on
UV ERSITAS JEMBER |
Kabupalen lLumajang seria memua . kebijakan

pemoangunan  yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
bersarma masyarakal selama kurun waktu £ ( lima ) tahun, dari
mulal tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 .

Pagal 3

FROPEDA LUMAJAMG 2001 - 2005, disusun dengan

sistematika penyajian sebagi berikut

BAG | FENDAHULUAN

BAB || KONDIS! UMUM KABUPATEN LUMAJANG

BAE |l - VISI DAN MISI

BAE |\ ARAH KEBIJAKARN

BAD W PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB \VII FPEMBANGUNAMN BIDANG AGAMA & SOSIAL
BUDAYA :

BAB VIl PEMBANGUNAN BIDANG SUMBERDAYA
MANUSIA

BAB IX PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK, HUKUM,
FEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN
RETERTIBAN

BAB X PEMBANGUNAN  BIDANG PEMUKIMAN &
FPRASARAMA

BAB X| PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN

BAB Xl PEMBANGUNAN BIDANG SUMBERDAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB Xl KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XV PENUTUP
Pasal 4

PROPEDA LUMAJANG 2001 - 2005 sebagaimana
sebagairnana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, terfuang
dgalam Buku PROPEDA LUMAJANG 2001 - 2005 yang
merupakan Lampiran Peraturan_Daerah inl dan merupakan
bagian tax terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

————
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Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dzerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lurnajang.

Disahkan di Lumajang
pada tang 12 April 2001

OE\UP LUMALANG

"

—

Dis. ACHMAD “AUZI

PERDA / HUFUK GRG 7 AGN £ 2080
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : g1 TAHUN 2002

Teantang

PERSETUIUAN TERHADAPR PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAFIUN 2002 - 2004

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAERILAN RAKYAT DAERAH EABUPATEN LUMAJANG

Manimbang - bulwa untuk pengesahan Rencann Peraturan Daernh Kabupaten Lumajang
tentang Rencana Strategie Pembangunan Daermh Kabupaten Lumajang Tahun
2002 — 2004 webngnimina Nota Penjolasan Pemorintall yang disampaikan oleh
Bupati Lumajang dofum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang tanggal
27 November 2001, maka perlu persetujuan Dewan yang dituangkan dalam
Koputusaa Dewan Perwakilan Rakyat Daormh Kabupaten Lanajang,

Mengiigal . L Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pombentukan Daerah-daerah

Foabwipaten dalam Lingkungan Propinm Jawa Timor,

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah,

3, Undang-undang Nomoe 25 Tahon 1999 dentang Pﬂl’imbﬂﬂ,ﬂﬂﬂ Keuangan H
aulara Pemerintaly Pusat dan Daeraly;

4, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tonlang Prugrﬂm Pembangunan
Nasional (Propenas),

5 Peratoran Pomerintai Nomeor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintad dan Kewenangan Penerintall Propinst sebagal Daerult Otenom,

i 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2001 tentang
Progriwmt Pembagguuan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lumajang Tahun
2001 — 2008;

. Feputusan DPRD  Kobupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Persturan Tata Tortib DPED Kabupalen Lumayjang, |

|

Memperhitikan 1. Pemandangan  Umum  Fraksi-Fraksi TPPED Kabupaten Lwnajang dalam
Ropat Paripuma DPRD Kabupsten Lumajang pada tanggal 3 Desember
2001;
2

- Tawaban Demeriitale yang diswmpaikan oloh Dupati Lumajang dalam Rapat
Pagipurna DPRD Kabupaten Lumajung pada tangeal 5 Desember 2001,
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Mendengar

Monelaplin

" b s i "n“l Lar N
: Keputusan ini dismnpaikan kepada @ ™~

Sdr. Bupati Tumajang di Lamajang;
Sdr, Parn Anceotn DPRD Eabupaten Lumajang,

3. Laporan Panitin Khusus DPRD Kabupalen lamajang yang membahas
Henenna Poraturan Doerah tersebul.

Missyasvaral dan mufikat dalam Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Lumajang -

lawi Rabu, langgal 9 Januari 2002,

MEMUTUSKAN

CKEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN  PERATURAN DAERAH
AT ATTIN LIUMAJANG TENTANG RENCANA STRATREGIS
PEMDANGUNAN DAERAH KABUPATEN TIMAJANG TAIHUN 2002 -
2004,

Pasal 1

Meuyelujui Rencaa Peraturan Dasrah Kabupaten Lwnajang tentang Rencana
Sirategis Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Talun 2002 - 2004
menjadi Peraturan Daersh Kabupaten Lumajang.

Posal 2

Kepntusan ini nmlai berlnlo sejak tanggal ditetnpkun.

DITETAPKAN DI : LUMAJANG
PADA TANGGAL : © JAMUART 2002

DEWAN PERWAKILAN ILALYAT DAERAI
LABUPA’IEN L

pitet.
/;:E:;‘_ I1|‘q'i;':-'.n, F ﬂ‘
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
FEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2002 - 2004

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
2002
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2002 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKHA CSA
CUPAT! LUMAJANG

Menimhang - a bahwa sebagai implementasi penyelenggaraan Otcnomi
Daerah berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun
1888 lentang Pemerintahan Daerah, serta pelaksanaan
Program Pembangunan Daerah [ POROPEDA ) Kabupaten
Lumajang 2001 — 2005 yang memberi landasan, pedoman
dan arah kebijakan penyelenggarsan pemerintahan dan
pembangunan, maka dengan memperhatikan kondisl,
potensi, kebutuhan nyala, serta aspirasi masyarakat yang
perkembang, perlu menetapkan Rencana Strategis
( RENSTRA ) Pembangunan Daerah ;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, serta memberi pedoman dalam pengukuran
dan evaluasi kinerja pemerintah tahun 2002 - 2004,
maxka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis
( RENSTRA ) Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2002 — 2004 yang diluangkan dalam Peraturan
Daerzah .

Mengingat : 1. Undang - undang NDJ‘F;DF 12 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur;

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Femerintahan Dasrah ¢

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah :

4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999, lentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
lKolusi dan Nepotisme |

$.  Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 lenfang Program
Pembangunan Nasional ( Propenas ) ;

6. Peraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

]

0

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah

Propinsi Sebagai Daerah Ctonom

PERDS FHURUM ORE 7 AGH » 200D
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o Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, lentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah :

8. Peraturan Pemerintah. Nomer 108 Tahun 2000 tentang
Herlanggungjawaban Kepala Daerah

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1599 tentang Teknik
Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk
Rancangan  Undang-undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah Dan Rancangan Kepulusan Presiden -

10. Instruksi  Presiden Nomor 9 Tahun 1898, tentang
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara :

11 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1888, tentang
Akuntabllilas Kinarja Instansi Pemerintah -

12. Kepulusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor -
569 /[ IX 1 6 { Tahun 1999 tenlang Fedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

13, Peraluran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun
2000, tentang -Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten
Lumajang ;

14 Peraluran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun
2001, lenlang  Program  Pembangunan  Daerah
( PROPEDA ) Kabupaten Lumajang Tahun 2001 - 2005 .

Dengan Persetujuan ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan t PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2002 - 2004,

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Strategis
{ RENSTRA } Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2002 — 2004 yang untuk selanjutnya disebut RENSTRA
LUMAJANG 2002 — 2004 . .

Pasal 2

RENSTRA LUMAJANG 2002 - 2004, merupakan landasan dan
pedoman dalam pengukuran dan evaluasi Kinerja Pemerintah
Kabupaten yang merupakan media pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupalen seccra periodik selama kurun waktu
3 ( tiga ) tahun, dimulai dan tahun 2002 sampai dengan tahun

2004

Pasal 3
RENSTRA LUMAJANG 2002 - 2004, disusun dengan
sistematika penyajian sebagi berikut -
BAB | . PENDAHULUAN
BAR || POTENS| DAN PERMASALAHAN DAERAH
BAB I : ARAH PEMBANGUNAN

FERDA FHURUM TREG § AGN £ 2003
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BAB IV ©  PRIORITAS PEMBANGUNAN

BABV © PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI
BABVI : PENUTUP,

LAMPIRAN — LAMPIRAN ;

LAMPIRAN | @ PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2002
LAMPIRAN Il : PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2003
LAMPIRAN 1Il - PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2004

Pasal 4

RENSTRA LUMAJANG 2002 - 2004 sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 dan Pasal 3, terluang dalam Buku RENSTRA
LUMAJANG 2002 - 2004 yang merupakan Lampiran Peraturan
Daerah ini dan merupakan bagian tak lerpisahkan dalam
Peraluran Daerah inl,

Pasal 5

Dalam hal dipandang perlu diadakan perubahan — perubahan
sebagal akibal adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi dan Strategi Kebijakan daerah, akan ditetapkan dan
dituangkan dalam Keputusan Bupati dengan perselujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 6

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Dawerah ini dengan menempatkannys
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang

Ditelapkan di Lumajang
pada tanggal 9 Januari 2002

BUPAT! LUMAJANG
it ol

Drs, ACHMAD FAUZ]

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SR JANG

ENDRO PRAPTO ARLY DI, SH
Fembina Utama Muda
MIF: 510 058 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAMUN 2002 NOMOR 03

PERDA /. HULLM DRG 2 AGN 200>
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PENJELASAN

ATAS

FERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2002 - 2004

PEMNJELASAN UMUM

Bahwa Undang — undang Nomcr 22 Tahun 19989, tentang
Femerintanart  Daerah serta Peraluran Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000
sebagal upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung

jawab serta mengembangkan prinsip - prinsip demokrasi dan partisipasi

masyarakal diperlukan pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja
penyalenggaraan pemenntahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
yang merupakan penjabaran dari program — program pembangunan dasrah .

Untuk itu sebagai salah satu bentuk kesungguhan Kepala Daerah
dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan vyang
dibebankan, maka disusunlah Rencana Strategis ([ RENSTRA ) Pembangunan
Daerah Kabupalen Lumajang yang merupakan dokumen perencanaaan daerah
sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Bupati .

RENSTRA sebagaj pedoman lolak ukur panilaian
pertanggungjawaban merupakan media menjaga kesinambungan dan perbalkan
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Fembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produstifitas  dan
axuntabilitas |

. PENJELASAN PASAL DEM| PASAL .

Pasal 1 s/d Pasal 4 ¢ Cukup Jelas.

Pasal & . Yang dimaksud dengan perubahan -
perubahan adalah kebijakan yang
menyangkut substansi Arah Kebijakan dan
Sirategi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah, yang harus dengan
parsetujuan DFRD .

Bilamana perubahan - perubahan tersebul
menyangkul substans| prugrain dan kegiatan
yang GCersifat teknis operasional, yang
merupakan penjabaran Arah Kebijakan dan
Strategl Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan memandang
aspirasi yang berkembang dan kebutuhan riil
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masyarakal serta kebljakan Bupati dalam
mengimplementasikan RENSTRA  cukup
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Fasal & : Cukup Jelas .

---0go0 QD0 oo - - -

PERDA S HURUM GRG SAGN S 2007



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BUPATI LUMAJANG

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
Nomaor; 188.45/ 27 /434.12/2002

TENTANG

PENUNIUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENC AHARAWAN PROYEK PEMBANGUNAN
FEMBANGUNAN KAWASAN WONOREJO TERPADU

PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2002

Menimbang

Mengingat

BUPATI LUMAJANG

‘ bahwa untuk kelancaran dan  ketertiban  pelaksanaan Proy<..

Pembangunan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2002 pada
Qinas Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten
Lumajang, maka dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan
Bendaharawan Proyek yang dituangkan dalam kepulusan Bupati,

L

2

14,

Undang —Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembsntukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1598 tentang Pemerintahan

Daerah ;
Undang-Undang Nemor 18 Tahun 1899 teniang Jasa Konstruksi ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi :

Feraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyes -
lenggaraan Jasa Konstruksi ;

Peraturan Pemarintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penye -
iengygaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Ferimbangan ;

Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;

Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

. Keputusan Presiden RI, Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Fedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah :

. Keputusan | Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 1995

lentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah
Frepinsi Jawa Timur :

. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000

tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kabupaten
Lumajang !

- Poraturan Casrah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2002

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun
Anggaran 2002 ; .
Keputusan Bupati Lumajang Nomor 09 Tahun 2002 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002,
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Memperhatikan |

Menstapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

2

1. Surat Keputusan Bersama Menterl Keuangan RI. dan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : §-42/A/2000
Nomeor : $-2262/D.2/05/2000 °

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI,
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah ; !
2. Surat Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Prasarana
Wilayah Kabupaten Lumajang Nomeor : 050/04/434.40/2002 tanggal
02 Januari 2002 perihal Daftar Usulan Pemimpin Proyek/
Handaharawan Proyek dan Pekerjaan yang di Swakelola.

MEMUTUSKAN

. Menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembangunan

Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu pada Dinas Permukiman dan
Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten Lumajang .

Fejabat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana
dimaksud pada diktum pertama adalah sebaggii berikut :
. PEMIMPIN PROYEK
Nama * Ir. NUGROHO DWI ATMCKO -
Nip. 1510113 747 -
Pangkat/Gel.Ruang : Penata Tk. 1 (ll/d)
Il. BENDAHARAWAN PROYEK :
Nama ' FINULYANTO, SH
Nip. ;510 122 209
Pangkat/Gol Ruang : Pengatur Muda Tk. I (Illb) -

Tugas Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana
dimaksud pada Diktum kedua adalah :
|. Pemimpin Proyek :

3. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan
bersangkutan ; -

b, Mengangkat/menunjuk Panilia Pengadaan Barang/jasa ;

¢. Menetapkan Paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenal
kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan
kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga
Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat ;

d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Send'ri (HPS),
jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun
panitia pengadaan ;

e. Menetapkan besaran uang muka yang menjad| hak calon penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku |

f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan plhak
penyedia barang/jasa ; ,

g. Melaporikan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada pimpinan instansinya |

h. Momantau, mengeondalikan dan miengawasi polaksanaan
perjanjlan/ kontrak yang bersangkutan |

I. Menyerahkan aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang
berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek
dinvatakan selesal.
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

l. Bendaharawan Proyek :

a. Menerima, menyimpan dan mengelola dana atas beban Anggaran
Pembangunan yang menjadi wewenangnya.

b. Mengerjakan Buku Kas dan buku-buku lain sesual dangan
kebutuhan,

c. Menyelenggarakan Tata Usaha yang baik terhadap keuangan yang
dikelola secara tertib dan teratur,

d. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur

e. Membuat laporan, baik secara periedik maupun secara Insidentll
mengenal pengurusan yang menjadl tanggung Jawab kepada atasan
langsung.

f. Membuat perhitungan/pertanggung Jawaban atas Kouangan yang
dikolela. |

g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemimpin Proyek,

Biaya Proyek sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah
sebesar Rp. 16.860.629.065,- ( Enam belas milyar delapan ratus enam
puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh lima ruplah )

Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD
Tahun Anggaran 2002 pada Kode Anggaran 2P.0.9.2.01.003

1. Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan ;

2. Segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sabagaimana
mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/
kekurangan dalam penetapan ini,

Citetapkandi : LUMAJANG
Pada tqﬁnﬁgaf LA MEAAUad; Abas
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SALINAN : Kepulusan ini disampaikan

Kepada Y'th, :

Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lumajang ; '
Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang ; -

Sdr, Kepala Bagian Hukum & Organisasi Selda Kab. Lumajang ; -

Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Lumajang ; m;}

Sdr, Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab.Lumajang | L HH fﬂ

Sdr. kepala Bagian Pembangunan Satda Kab. Lumajang ; -

istakagy

. Sdr. Kepala Unit/Satuan Kerja Daerah yang bersangkutan | ﬂi’f}"fﬁ&” J’: f
. Sdr, Pinpro dan Bendpro yang bersanghutan, w I
5K Pin Klmsarsd —
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